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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
 
tidak dilambangkan 
 
tidak dilambangkan 
 ب 
 
Ba 
 
B 
 
Be 
 ت 
 
Ta 
 
T 
 
Te 
 ث 
 
s\a 
 
s\ 
 
es (dengan titik di atas) 
 ج 
 
Jim J 
 
Je 
 ح 
 
h}a 
 
h} 
 
ha (dengan titik di bawah) 
 خ 
 
Kha 
 
Kh 
 
ka dan ha 
 د 
 
Dal 
 
D 
 
De 
 ذ 
 
z\al 
 
z\ 
 
zet (dengan titik di atas) 
 ر 
 
Ra 
 
R 
 
Er 
 ز 
 
Zai 
 
Z 
 
zet 
 س 
 
Sin 
 
S 
 
es 
 ش 
 
Syin 
 
Sy 
 
es dan ye 
 ص 
 
s}ad 
 
s} 
 
es (dengan titik di bawah) 
 ض 
 
d}ad 
 
d} 
 
de (dengan titik di bawah) 
 ط 
 
t}a 
 
t} 
 
te (dengan titik di bawah) 
 ظ 
 
z}a 
 
z} 
 
zet (dengan titik di bawah) 
 ع 
 
„ain 
 
„ 
 
apostrof terbalik 
 غ 
 
Gain 
 
G 
 
ge 
 ؼ 
 
Fa 
 
F 
 
ef 
 ؽ 
 
Qaf 
 
Q 
 
oi 
 ؾ 
 
Kaf 
 
K 
 
ka 
 ؿ 
 
Lam 
 
L 
 
el 
 ـ 
 
Mim 
 
M 
 
em 
 ف 
 
Nun 
 
N 
 
en 
 و 
 
Wau 
 
W 
 
we 
 ػه 
 
Ha 
 
H 
 
ha 
 ء 
 
Hamzah 
 
‟ 
 
apostrof 
 ى 
 
Ya 
 
Y 
 
ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 
 
 Contoh: 
 َفػْيػَك : kaifa 
 َؿ ْوػَه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 
Contoh: 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fath}ah 
 
a a  َا 
 
kasrah 
 
i i  ِا 
 
d}ammah 
 
u u  ُا 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fath}ah dan ya>’ 
 
ai a dan i  َْىػ 
 
fath}ah dan wau 
 
au a dan u 
 
 َْوػ 
 
Nama 
 
Harakat dan 
Huruf 
 
Huruf dan  
Tanda 
 
Nama 
 
fath}ahdan alif atau ya>’ 
 
ى  َ... | ا  َ... 
 
d}ammahdan wau 
 
وػُػػ 
 
a> 
u> 
a dan garis di atas 
 kasrahdan ya>’ 
 
i> i dan garis di atas 
 u dan garis di atas 
 
ىػػػِػػ 
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 َتَاػم : ma>ta 
ىػَمَر : rama> 
 َلػْيػِق : qi>la   
 ُتُْوػمَػي : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 
hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ahyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 ِؿاَفْطَلأا  ُةػَضْوَر  : raud}ah al-at}fa>l 
َاػفػَْلا  ُةػَنْػيِدػَمػَْلا ُةَلػػِض  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
 ُةػػَمػْكػِْحػَلا : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d(   ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َانَػّػبَر : rabbana> 
 َانػػَْيػّجَػن : najjaina> 
  قػَحْػػَلا : al-h}aqq 
 َمِػػّعُػن : nu“ima 
  وُدػَع : ‘aduwwun 
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
  ىػِلػَع : „Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly) 
  ىِػػبَرػَع : „Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا(alif lam 
ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 
baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari 
kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 ُسػْمػ َّشَلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ُةَػػلَزْػػلَّزَلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ُةَفػَسْلػَفْػػَلا : al-falsafah 
 ُدَلاِػػػبْػػَلا : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, 
ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َفْوُرػُمَْأػت : ta’muru>na 
 ُعْوػَّنػػَلا : al-nau‘ 
  ءْيػَش : syai’un 
 ُتْرػُِمأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 
sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 
dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an(dari al-
Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (للها) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِللها ُْنػيِد di>nulla>h   ِللهِاب billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t}ahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِللها ِةَمْػػػحَر ْفِ ْمػُهhum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 
berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 
misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 
huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam 
teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
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Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 
sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
 
 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
M = Masehi 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li „Imra>n/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
  
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
  
xvi 
 
ABSTRAK 
 
Nama  : Munawwarah Sahib 
NIM  : 80100213007 
Konsentrasi : Ekonomi Islam 
Judul Tesis :Pengaruh Kebijakan Proram Keluarga Harapan terhadap 
Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa 
 
 
Penelitian ini membahas tentang Program Keluarga Harapan serta 
pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng 
kabupaten Gowa. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan 
Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya pemenuhan 
kebutuhan kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga miskin 
dan memberikan bantuan dengan persyaratan yang harus dipenuhi peserta 
sebelum menerima bantuan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng Kab. 
Gowa dan melihat pelaksanaan Program Keluarga Harapan dari segi Prinsip-
prinsip ekonomi Islam serta untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan 
berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kec. Bajeng Kab Gowa.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi 
(mix methodes) guna mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan Program 
Keluarga Harapan dan pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan di Kec. 
Bajeng. Dan menggunakan pendekatan ekonomi, manajemen dan teologis. 
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta Program Keluarga 
Harapan di Kec. Bajeng. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling, adapun kategori sampel yang diambil peneliti adalah 
mereka yang telah menjadi peserta PKH selama 5 tahun dan berhubung karena 
populasi yang ada dalam penelitian sulit dijangkau secara keseluruhan maka 
jumlah sampel ditetapkan sebanyak 55 orang. Untuk mengukur pendapat 
responden melalui kuesioner mengenai kejadian dan gejala yang mereka alami, 
maka peneliti menggunakan teknik skala Likert. Dan analisis data menggunakan 
analisis statistik deskriptif dan inferensial dengan sistem SPSS serta analisis data 
melalui observasi dan wawancara untuk memperkuat hasil analisis statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan (PKH) di kecamatan Bajeng kabupaten Gowa berjalan dengan sangat 
baik. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata yang di dapatkan dari item 
pertanyaan sebesar 224 atau sebesar 82,6% yang menandakan bahwa Program 
Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya menempati kategori sangat tinggi/sangat 
baik dan dengan melihat kenyataan dilapangan ditemukan bahwa Program 
keluarga Harapan sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip 
khilafah dan prinsip keadilan yang terdapat dalam Prinsip Ekonomi Islam. 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penanggulangan kemiskinan yakni sebesar 38,4% sedangkan 61,6% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain.  
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The study discussed the Family Hope Program and its effect on poverty 
alleviation in Bajeng District of Gowa Regency. Family Hope Program was a 
government policy to alleviate the poverty problem, particularly the fulfillment of 
basic health and education for children from poor family and to provide assistance 
with the requirements that must be met before participants received the assistance. 
The study was conducted to investigate the implementation of the Family Hope 
Program in Bajeng District of Gowa Regency and to see the implementation of 
the Family Hope Program in terms of the principles of Islamic economics as well 
as to know whether the Family Hope Program had effect on poverty alleviation in 
Bajeng District of Gowa Regency. 
The study was a descriptive quantitative research using economic, 
management, and theological approaches which was aimed at revealing facts 
relating to the Family Hope Program, and its influence on poverty reduction in the 
Bajeng District. The population was all participants of the Family Hope Program 
in Bajeng District. Purposive sampling technique was employed to gather the 55 
samples and they were chosen as the samples of the research as they had become 
the Family Hope Program participants for 5 years. To measure the respondents' 
opinions regarding events and their symptoms, the researcher used a Likert scale 
questionnaire, which was then analyzed using descriptive and inferential statistical 
analysis with the SPSS program. 
The results of the study revealed that the implementation of the Family 
Hope Program in the Bajeng District of Gowa Regency run very well. This was 
demonstrated by the average score of question items of 224 or 82.6%, which 
indicated that the Family Hope Program in the implementation occupied a very 
high/very well category and with the fact that the Family Hope Program was in 
accordance with the balanced, hilafah, and justice principles comprised in the 
principles of Islamic Economics. The study also showed that the Family Hope 
Program had a positive and significant impact on poverty reduction, amounting to 
38.4%, while 61.6% was explained by other factors. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. 
Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah 
tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu 
kemiskinan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat 
konstitusi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial.  
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan 
khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 
1997 telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan 
berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya 
tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan.
1
 
Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait 
dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 
masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang 
harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah 
berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para 
pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan 
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Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons 
Kebjakan Publik dalam Rangka Mengatasinya, (Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 8, 
Desember 2012), h. 11. 
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keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius 
para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa Bangsa dan 
Negara kehilangan arah dan rakyatpun lama-kelamaan tidak mampu menanggung 
beban yang bertubi-tubi.
2
 
Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus 
dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu 
faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu 
bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan 
dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan 
kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari 
masalah sosial lainnya.  
Persoalan kemiskinan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang 
masuk dalam kateogori pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif 
dalam pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi 
yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga 
Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 
sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.
3
 
Kesadaran akan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah 
kualitas hidupnya dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia 
yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. 
Untuk menjawab tantangan itu, maka diperlukan adanya kesatuan visi nasional, 
keterpaduan langkah dan tekad untuk mencapai cita-cita membangun sumber daya 
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Wisnu Indrajid VO Soimin, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan 
Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan). (Malang: 
Intrans Publishing, 2014), h. 25. 
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manusia yang merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, 
parlemen maupun masyarakat.
4
 
Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan 
untuk membangun Program Jaringan Pengaman Sosial untuk menutupi penurunan 
daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu 
secara langsung masyarakat yang membutuhkan. Seperti program pendidikan 
perlindungan sosial untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin 
dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor kesehatan, 
program jaringan pengaman sosial mencakup empat aktifitas utama, yaitu: 
memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, memberikan 
bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan 
makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.
5
 
Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan 
kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 
tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 
2010 tentang percepatan penangulangan kemiskinan. Program ini merupakan 
pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan 
membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan 
kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi 
kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama 
pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya 
kualitas sumber daya manusia. Bahkan dalam Alquran dianjurkan untuk 
                                                             
4
A. Ahmad Sukarno, Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan 
Permasalahannya Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan, (Jurnal 
Administrasi Publik, Vol. V No. 2; Makassar: PKP2A II LAN, 2009), h. 14. 
5
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menyantuni anak yatim dan orang miskin seperti disebutkan dalam QS. al-
Ma‟uun: 
                               
                                
               
 
Terjemahnya:  
 
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang 
menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang 
miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-
orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya dan enggan 
(menolong dengan) barang berguna”.6 
 
Dalam surah ini, Allah swt. ingin memberitahu kita tentang siapakah yang 
dimaksud sebagai pendusta agama. Menurut Muhammad Abduh itulah orang yang 
menghardik anak yatim yaitu yang mengusir anak yatim atau mengeluarkan 
ucapan-ucapan keras ketika ia datang meminta sesuatu yang diperlukan. Semata-
mata karena meremehkan kondisinya yang lemah dan tiadanya orang tua yang 
mampu membela dan memenuhi kebutuhannya, dan juga tedorong oleh 
kesombongannya karena menganggap dirinya lebih kuat dan lebih mulia.
7
 
Selain itu seorang pendusta agama yaitu orang yang tidak mau mengajak 
atau menganjurkan orang lain untuk memberi makan kaum miskin. Orang seperti 
itu biasanya juga tidak suka memberi makan orang miskin. Sehingga ayat ini 
merupakan kiasan tentang manusia yang tidak biasa mendermakan sebagian 
hartanya kepada orang miskin yang memerlukan.  
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Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnnya,  h. 1108 
7
Syaikh Muhammad Abduh, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim (Juz ‘Amma), diterj. oleh 
Muhammad Bagir, Tafsir Juz ‘Amma Muhammad Abduh, (Cet. V; Bandung: Penerbit Mizan, 
1999), h. 331.  
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Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan bahwa celakalah orang yang shalat 
yaitu orang-orang yang lalai akan shalatnya. Maksudnya orang yang secara 
lahiriah melaksanakan shalat tetapi hati mereka lalai akan apa yang mereka baca 
dan mereka kerjakan. Ia memulai shalatnya dengan niat melaksanakan 
kewajibannya tetapi ia tidak tahu apa hikmah dan hakikat dari shalatnya yakni 
menundukkan segala potensinya dihadapan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga 
dikatakan orang yang lalai dengan shalatnya adalah mereka yang lalai terhadap 
waktu shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: 
Artinya: 
Sa‟ad bin Abi Waqqash ra. berkata: Saya telah bertanya kepada Nabi 
tentang orang yang lalai akan shalatnya. Maka Nabi menjawab: Mereka 
yang mengakhirkan shalatnya sampai akhir waktunya dan melalaikannya 
hingga habis waktunya. (HR. Ibn Jarir At-Thabari).
8
 
Selain itu, disebutkan pendusta agama adalah orang yang berbuat riya‟ 
yaitu orang yang hanya mau melakukan ibadah agar orang lain bisa melihat dan 
memuji atas apa yang ia kerjakan tidaklah semata-mata mengharap keridhaan 
Allah swt.
9
 
Kemudian Allah menambahkan lagi salah satu sifat mereka yang 
mendustakan agama, yaitu mereka yang menolak memberikan pertolongan 
dengan sesuatu yang berguna. Kata al-Maa’un berarti barang apa saja yang dapat 
dimanfaatkan. Maksudnya, mereka enggan memberikan suatu bantuan kepada 
orang yang memerlukannya, dan tidak mau peduli untuk mengusahakannya. 
                                                             
8Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsiir 
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Shalat dari orang-orang yang seperti itu sifatnya, tidak akan bermanfaat bagi 
mereka dan akan dianggap sebagai pendusta agama.
10
 
Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu kewajiban bagi orang yang 
mampu untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, apalagi 
sebagai pemerintah yang bertanggung jawab atas rakyatnya, maka hendaklah 
memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang membutuhkannya agar mereka 
dapat keluar dari kesulitannya. 
Dalam Islam juga diatur tentang bantuan yang diberikan pada orang yang 
membutuhkan seperti pemberian zakat, infaq dan sedekah. Namun diantara 
ketiganya yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah infaq, dimana infaq 
merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan 
tertentu. Sebagaimana Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga 
miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk 
meningkatkan sumber daya manusia mereka sehingga dapat terlepas dari belenggu 
kemiskinan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 272-274: 
                        
                         
                      
                     
                      
     
Terjemahnya: 
“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 
tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang 
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dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di 
jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu 
membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi 
pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya 
(dirugikan). (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh 
jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang 
tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari 
minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka 
tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang 
baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah 
Maha Mengatahui.”11 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang menafkahkan hartanya di 
jalan Allah atau untuk suatu kebaikan maka, akan mendapat balasan/pahala dan 
tidak akan mendapat kerugian. Dan manusia dianjurkan untuk berinfaq kepada 
sesamanya khususnya kepada orang miskin yang mana mereka tidak dapat 
berusaha atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka 
tidak meminta-minta. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu Negara yang 
bertanggung jawab atas rakyatnya haruslah membantu rakyat miskin agar mereka 
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dilakukan di Indonesia dengan 
kebijakan Keluarga Harapan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi 
kemiskinan dengan jalan meningkatkan sumber daya manusia melalui 
peningkatan kesehatan dan pendidikan. 
Kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Bajeng, salah satu sebabnya yaitu 
rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing 
dalam merebut peluang kerja. Masalah tersebut menjadi penyebab tingginya 
angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia 
dilatarbelakangi oleh tingkat kesehatan dan pendidikan yang masih rendah serta 
kebanyakan masyarakat di Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Bajeng 
yang lebih memilih bekerja di usia muda sebagai buruh dan petani. 
                                                             
11
Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnnya,  h. 46. 
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Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa merupakan lokasi yang dijadikan 
objek dalam tulisan ini. Adapun sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
meliputi Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang sebagian besar penduduknya 
bermata pencaharian sebagai petani, dan buruh yang merupakan ciri khas 
kehidupan masyarakatnya dan masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak 
mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan kurang memperhatikan kesehatan 
ibu hamil dan anak-anak. Di Kecamatan Bajeng terdapat 759 keluarga sangat 
miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH, dimana keluarga tersebut memiliki 
anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 
Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Kabupaten Gowa untuk 
merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Kecamatan Bajeng. 
Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat 
memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gowa 
khususnya yang terdapat di Kecamatan Bajeng untuk ikut berperan serta terhadap 
program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi 
kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan 
dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang 
selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM). Dapat disadari 
sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi 
keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah 
tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng telah berjalan mulai 
tahun 2010 sampai sekarang, dan selama 5 tahun ini antusias masyarakat peserta 
PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para masyarakat untuk menghadiri 
setiap pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang dipimpin oleh pendamping 
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PKH Kecamatan Bajeng. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH 
didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah 
bahkan banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat 
mereka untuk selalu mengikuti pertemuan bisa dibilang cukup tinggi. Meskipun 
mereka tidak berpendidikan tetapi mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan 
anak-anak mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga 
kelak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. 
Namun tidak jarang juga ada orang tua yang tidak peduli dan bahkan 
membiarkan anaknya bekerja disawah membantu orangtua padahal seharusnya 
mereka belajar disekolah. Oleh karena itu, PKH diharapkan mampu merubah pola 
pikir orang tua tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka mampu 
mengarahkan anak-anak mereka untuk terus belajar demi masa depan dan 
diharapkan para orangtua mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan 
sebaik-sebaiknya. 
Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin 
(RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa 
kriteria program, yaitu:
12
 
1. Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita. 
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak 
pra sekolah). 
3. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun). 
4. Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun). 
5. Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 
dasar, termasuk anak dengan disabilitas. 
                                                             
12
Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Ed. Revisi, 2013), h. 19. 
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Adapun jumlah bantuan yang diterima setiap rumah tangga miskin peserta 
PKH dapat dilihat pada tabel berikut:
13
 
Tabel 1.1 
Skenario Bantuan PKH 
 
Skenario Bantuan Jumlah Bantuan 
Bantuan Tetap Rp.   500.000 
Bantuan bagi RTSM yang memiliki: 
anak usia dibawah 6 tahun, ibu hamil. 
Rp.   250.000 
Anak peserta pendidikan setara 
SD/MI/Paket A/SDLB 
Rp.   125.000 
Anak peserta pendidikan setara 
SMP/Mts/Paket B/SMLB 
Rp.   250.000 
Bantuan tersebut diberikan 4 kali dalam setahun atau 3 bulan sekali dan 
setiap keluarga mendapatkan bantuan yang berbeda karena disesuaikan dengan 
jumlah anggota keluarga yang masuk dalam kategori penerima bantuan. Penerima 
bantuan akan mendapatkan bantuannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
dengan syarat peserta memenuhi kewajibannya yaitu rajin memeriksakan 
kesehatan ibu hamil dan balita dan bagi anak usia sekolah harus memenuhi 
kehadiran minimal 85%, ini dapat dilihat dari hasil verifikasi data yang dilakukan 
pendamping PKH dan selanjutnya diinput oleh operator PKH agar kemudian 
diproses untuk dapat menentukan bantuan yang diperoleh oleh setiap keluarga. 
Bagi peserta yang tidak memenuhi kewajibannya akan diberi sanksi berupa 
pengurangan bantuan. Dengan demikian kesadaran RTSM akan pentingnya 
                                                             
13
Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, h. 23. 
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kesehatan dan pendidikan akan meningkat sehingga usaha untuk meningkatkan 
sumber daya manusia lewat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat 
berhasil. 
Secara sistematik, mekanisme dan prosedur pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan dapat dilihat dari gambar diagram berikut ini: 
Gambar 1.1 
Grafik Mekanisme Pelaksanaan PKH 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namun demikian tetaplah harus dipahami bahwa proses pengentasan 
kemiskinan melalui PKH ini bukanlah sebuah proses yang mudah, melainkan 
sebuah proses yang membutuhkan kemampuan yang baik (political will), baik dari 
pemerintah (sebagai unsur pendukung) maupun dari komponen masyarakat 
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penangulangan kemiskinan yang ada selama ini hanya bersifat parsial, dan pada 
kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan karena 
tidak benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat khususnya 
dalam meningkatkan sumber daya manusia.
14
 
Penanggulangan kemiskinan yang pernah dilakukan sebelumnya hanya 
bersifat jangka pendek. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat 
pemerintah tetapi kemudian ternyata tidak mampu sepenuhnya mengatasi masalah 
kemiskinan. Seharusnya program-program yang diberikan kepada masyarakat 
haruslah program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti 
memperbaiki pendidikan dan kesehatan, karena untuk keluar dari lingkaran 
kemiskinan jalan satu-satunya dapat diwujudkan jika masyarakat itu sehat dan 
cerdas. Jika masyarakat sehat dan cerdas maka masyarakat itu dapat keluar dari 
lingkaran kemiskinan dengan cara mereka sendiri.  
Program Keluarga Harapan memiliki dua fungsi yaitu untuk jangka 
pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran RTSM/KSM dan 
jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan 
meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan sehingga 
dapat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia 
termasuk di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, maka penulis 
tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Program Keluarga Harapan serta 
pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan melalui penelitian dengan 
judul: “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap 
Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. 
 
                                                             
14
Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Cet 1; Bandung: 
Alfabeta, 2015), h. 24. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng 
serta tinjauan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya? 
2. Bagaimana pengaruh kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) 
terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kab. Gowa? 
C. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 
1. Defenisi Operasional 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan 
terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. 
Untuk menghindari kesalahpahaman dan munculnya berbagai penafsiran terhadap 
judul penelitian maka penulis memberikan defenisi operasional terhadap kosa kata 
tertentu yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Kebijakan  
Kata “kebijakan” berasal dari kata bijak yang berarti selalu 
menggunakan akal budinya, pandai, dan mahir.
15
 Kebijakan adalah suatu 
proses formulasi, implementasi dan evaluasi yang berkesinambungan dan 
saling terkait yang dilakukan pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, 
mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan 
sumber daya yang ada untuk kemashlahatan.
16
 Dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian konsep atau 
program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam usaha menanggulangi 
kemiskinan. 
2. Pogram Keluarga Harapan. 
                                                             
15
Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 115. 
16
Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, h. 3. 
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PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah 
tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang telah 
ditetapkan sebagai peserta PKH. Secara khusus, tujuan dari Program Keluarga 
Harapan adalah meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM, meningkatkan 
taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM dan meningkatkan akses serta 
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak 
RTSM/KSM.
17
 
3. Penanggulangan kemiskinan. 
Penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang berarti 
menghadapai atau mengatasi, penanggualangan berarti usaha untuk 
menghadapi atau mengatasi suatu masalah.
18
 Sedangkan kemiskinan berasal 
dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda, serba kekurangan atau 
berpenghasilan sangat rendah.
19
 Kemiskinan berarti suatu tingkat kekurangan 
materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang 
umum berlaku dalam masyarakat atau suatu kondisi tidak mampunya 
seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk 
mengatasi ketidakmampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 
2. Variabel Penelitian 
Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel “Program Keluarga 
Harapan” sebagai variabel independen (bebas), dan penanggulangan kemiskinan 
                                                             
17
Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, h. 13. 
18
Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 898. 
19
Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 587. 
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sebagai variabel dependen (terikat). Untuk mengukur variabel “Program Keluarga 
Harapan” penulis menggunakan konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh 
AG. Subarsono bahwa kebijakan mengandung unsur formulasi, implementasi dan 
evaluasi. Namun dari ketiga unsur tersebut tahapan implementasi adalah tahapan 
yang paling menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan dimana implementasi 
merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun indikator 
implementasi/pelaksanaan kebijakan adalah: 1) penyiapan sumber daya, unit 
pelaksana dan metode; 2) penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan 
yang dapat diterima dan diajukan, 3) penyediaan layanan, pembayaran dan hal 
lain secara rutin. 
Dengan melihat teori tersebut, maka dalam pelaksanaan kebijakan 
Program Keluarga Harapan penulis menetapkan indikator sebagai berikut: 
1. Peran pendamping sebagai sumber daya/pelaksana PKH yang terjun 
langsung dalam masyarakat. 
2. Proses pendataan yaitu verifikasi dan pemutakhiran data yang dilakukan 
secara rutin sebagai metode yang dilakukan untuk mendukung 
terlaksananya kebijakan. 
3. Kemudahan akses pelayanan dasar berupa pelayanan pendidikan dan 
kesehatan. 
4. Penyaluran bantuan/pembayaran 
5. Perubahan pola pikir RTSM terhadap pentingnya pendidikan dan 
kesehatan.   
Sedangakan untuk variabel penanggulangan kemiskinan, Yeni Salma 
Barlinti dalam “Konsep Zakat dalam Sustainable Development”20 mengatakan 
                                                             
20
Dikutip dalam Adrianus Meliala, Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon 
Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya (Edisi 8, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, 
Desember 2012), h. 9.  
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bahwa miskin adalah suatu kondisi tidak mampunya seseorang dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia 
sehingga dapat mencapai kesejahteraan, sehingga jika diantara kebutuhan tersebut 
ada yang tidak terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera atau dapat 
disebut miskin karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
terutama kebutuhan dasar mereka seperti kebutuhan pokok, kebutuhan akan 
pendidikan dan kesehatan. 
Penanggulangan kemiskinan dalam penelitian ini, akan dilihat dari 
indikator yaitu pemenuhan kebutuhan pokok baik sandang, pangan dan papan, 
pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dasar dan kesehatan bagi keluarga miskin. 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi 
penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini mengungkapkan tema penelitian 
terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, 
serta melihat perbedaaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan 
kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi. 
Penyusunan karya ilmiah, membutuhkan adanya berbagai dukungan teori 
dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi yang kuat dengan 
rencana suatu penelitian. Beberapa sumber literasi yang menurut peneliti 
mempunyai relevansi yang kuat seperti tesis, buku-buku serta berbagai rujukan 
yang terkait. 
Slamet Agus Purwanto, yang membahas tentang “Implementasi Program 
Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan 
Mojosari Kab. Mojokerto)” pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana implementasi program keluarga harapan dalam memutus 
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mata rantai kemiskinan di Kecamatan  Mojosari kabupaten Mojokerto. Focus 
penelitian ini adalah program pengentasan kemiskinan melalui program keluarga 
harapan di Kecamatan Mojosari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
program keluarga harapan di Kecamatan Mojosari mampu merubah pola pikir 
masyarakat miskin tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai langkah 
awal untuk memutus mata rantai kemiskinan. 
Dedi Utomo, yang membahas tentang “Pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan dalam Meningktkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada 
Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari Kabupaten 
Kediri”.21Penelitian ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin di 
Kecamatan Purwosari.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan Program keluarga harapan di Kecamatan terbut dalam rangka untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut dengan menggunakan 
penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH yang 
dilaksanakan di daerah tersebut ternyata mampu memberikan bukti nyata dalam 
pencapaian tujuannya dan membktikan bahwa peserta penerima PKH setiap 
tahunnya mengalami penurunan. 
Khodiziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, dan Siswidiyanto, yang membahas 
tentang “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi 
Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong”. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dan hambatan 
yang dihadapi dalam menanggulangi kemiskinan.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum 
                                                             
21
Dedy Utomo, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkat Kualitas 
Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana PKH Kecamatan Purwosari), 
(Universitas Brawijaya: Jurnal Administrai Publik, 2011). 
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berhasil dan belum meninjukkan hasil yang maksimal karena semua isi kebijakan 
PKH dilaksanakan dengan baik dan sesuai. 
Berdasarkan penelitian terdahulu ataupun rujukan yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian 
tersebut, yaitu: 
1. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif 
dan hanya menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan apa telah 
sesuai dengan tujuan program tersebut, sementara penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dan selain menganalisis pelaksanaan PKH sesuai 
tujuannya dan pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan, 
penelitian ini juga berusaha menggambarkan hubungan antara pelaksanaan 
PKH dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 
2. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Program Keluarga 
Harapan dengan unit kerja di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang 
masyarakatnya tentu memiliki corak kehidupan yang berbeda dengan 
daerah yang diteliti sebelumnya. 
E. Kerangka Teoritis 
Kerangka pikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk 
diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi 
penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan 
penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta 
hubungan diantara konsep-konsep atau variabel tersebut.
22
 
Adapun dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai “Pengaruh 
kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di 
                                                             
22
Program Pasca Sarjana UIN, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tesis dan Disertasi), 
(2014-2015), 31. 
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Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, dan akan mengkaji lebih dalam mengenai 
dua permasalahan yaitu: Pertama, mengenai pelaksanaan PKH di Kecamatan 
Bajeng. Kedua, mengenai pengaruh kebijakan Program Keluarga Harapan 
terhadap penanggulangan kemiskinan di Kec. Bajeng Kab. Gowa. 
Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai 
bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin 
(RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Program ini didasari oleh 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial dan ditindaklanjuti 
melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial dan diimplementasikan melalui Perpres Nomor 15 Tahun 
2010 tentang percepatan penangulangan kemiskinan dan Inpres No. 3 Tahun 
2010, tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang 
penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.  
Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
Gambar 1.2 
Kerangka Pikir Penelitian 
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F. Hipotesis 
Berdasarkan dari berbagai kajian teori dan observasi awal yang dilakukan 
oleh peneliti maka dapat diajukan sebuah hipotesis, yaitu:  
1. Pogram Keluarga Harapan di Kecamatan telah berjalan dengan sangat 
baik. 
2. Program Keluarga Harapan berpengaruh positif terhadap penanggulangan 
kemiskinan di Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng 
Kabupaten Gowa. 
2. Mengetahui pengaruh kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) 
terhadap penganggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk: 
1. Kegunaan Ilmiah. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga diharapkan dapat menjadi 
hasanah dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam 
pengaplikasian kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan 
dengan benar dan tepat sasaran. 
2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan yang strategis bagi pelaksanaan kebijakan Program Keluarga 
Harapan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan PKH didaerah lain 
yang mengalami fenomena yang sama. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
A. Analisis Kebijakan Publik 
Analisis kebijakan merupakan bagian Ilmu Administrasi, tetapi ia bersifat 
multidisipliner, karena banyak mengadopsi teori, metode dan teknik dari studi 
ilmu sosial, ekonomi, politik dan ilmu psikologi. Fokus utama studi ini adalah 
pada penyusunan agenda kebijakan, adopi kebijakan, implementasi kebijakan dan 
evaluasi kebijakan.
23
 
Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai 
pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, 
bersifat umum atau kusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau 
terperinci, bersifat kuantitatif atau kualitatif, publik atau privat. Kebijaksaan 
dalam makna seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar 
pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai 
aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
24
 
Kebijakan merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi 
kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh 
pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyeelesaikan 
berbagai urusan, masalah, dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik. 
Dari ketiga proses tersebut, tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan publik 
merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan bahwa setiap 
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Kebijaksanaan Negara  (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 2. 
 
 
22 
 
kebijakan publik yang dihasilkan harus benar-benar bisa diimplementasikan 
dalam kehidupan masyarakat.
25
 
a. Formulasi Kebijakan 
Formulasi atau pebuatan kebijakan menurut Charles Lindblom (1968), 
pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis 
dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses 
itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Raymond Bauer dalam tulisannya 
berjudul the study of poliy formation, merumuskan pembuatan kebijakan negara 
sebagai proses transformai atau pengubahan input-input politik menjadi output-
output politik.
26
 
Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan banyak diterima 
adalah teori rasional komprehensif, adapun unsur-unsur utama dari teori tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat 
dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai 
masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. 
2) Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuat 
keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan 
urutan kepentingannya. 
3) Pelbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara 
seksama. 
4) Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif 
yang dipilih diteliti. 
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5) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya, dapat 
diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. 
6) Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan akibat-akibatnya, yang 
dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah 
digariskan.
27
 
b. Implementasi Kebijakan 
Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers 
ukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti behasil dalam implementasinya. 
Ada banyak variabel yang mempengauhi keberhasilan implementasi kebijakan 
baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.Implementai dari 
suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijaknan untuk mempengaruhi 
perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur 
perilaku kelompok sasaran.
28
 
Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dalam tataran praktis, 
implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri 
atas beberapa tahapan yaitu: 
1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan, 
2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, 
3) Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, 
4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, 
5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh instansi pelaksana, 
6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.29 
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Adapun proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa 
hal pnting, yaitu: 
1) Penyiapan sumber daya, unit pelaksana dan metode 
2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima 
dan dijalankan 
3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.
30
 
Dalam operasional implementasi kebijakan terdapat beberapa tahapan-
tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Tahapan interpretasi. Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah 
kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau 
tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak 
biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh 
lembaga eksekutif dan legislatif yang bisa berbentuk perda ataupun 
Undang-undang. Kebijakan manajerial biasanya tertuang dalam bentuk 
keputusan eksekutif dan legslatif seperti keputusan presiden maupun 
kepala daerah, sedangkan kebijakan operasional berupa peraturan menteri 
atau kepala dinas terkait. 
2) Tahapan pengorganisasian. Kegiatan pertama tahapan ini adalah 
penentuan pelaksana kebijakan seperti instansi pemerintah, sektor swasta, 
LSM maupun komponen masyarakat. Setelah itu, maka dilakukan 
penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, 
petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya 
kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut mengalami masalah. 
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3) Tahapan Implikasi. Tindakan dalam tahapan ini adalah perwujudan 
masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam 
proses implementasi kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari 
kumpulan faktor tersebut bisa ditarik sebuah benang merah faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, seperti: isi 
atau content kebijakan, implementor dan kelompok target, dan 
lingkungan.
31
 
c. Evaluasi Kebijakan 
Umumnya ketika berbicara mengenai evaluasi kebijkan, pikiran 
dihubungkan dengan perkiraan atau penaksiran atas kebijakan yang tengah 
diimplementasikan. Namun sebenarnya tidak hanya itu, evaluasi kebijakan 
sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementai dan tentu saja 
efek atau pengaruh kebijakan itu sendiri. Menurut Abidin, pengertian evaluasi 
kebijakan secara lengkap mencakup tiga pengertian, yaitu: (1) evaluasi awal, yaitu 
dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelem diimplementasikan (ex-ante 
evaluation), (2) evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring, (3) evaluasi 
akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan (ex-post 
evaluation).
32
 
Evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: 
1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat 
diketahui derajad pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 
2) Mengukur tingkat efisiensi kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat 
diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. 
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3) Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi 
adalah mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari 
suatu kebijakan. 
4) Mengukur dampak suatu kebijakan baik yang positif maupun negatif. 
5) Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan dengan membandingkan 
antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. 
6) Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang.33 
B. Jaminan Sosial: Program Keluarga Harapan 
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang 
diselenggarakan oleh Negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak, menckup sebuah bidang dari kesejahteraan sosial 
yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi 
sosial seperti kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-
anak dan lain-lain. 
Dalam Islam, jaminan sosial berasal dari kata takaful yang menunjukkan 
makna “pengharusan” dan “tanggung jawab”, karena takaful merupakan bentuk 
interaktif dari kata kafala. Dikatakan, takkafaltu bisy syai’I, artinya aku 
mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya 
keterlantaran. Sedangkan kata sosial disebutkan dalam Islam dengan kata ijtima’I  
yang berarti masyarakat. Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang 
dipadukan oleh satu tujuan.
34
 
Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial itu berarti, 
“tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan masyarakat muslim 
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terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi 
kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, 
memperhatikan mereka dan menghindarkan keburukan dari mereka. Namun, 
harus diingat jika membahas takaful dalam Islam adalah bahwa takaful mencakup 
orag yang membutuhkan yang telah mengerahkan segala upayanya tetapi tidak 
bias merealisasikan kecukupannya. Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa 
Islam mendukung para penganggur dan orang-orang yang malas bekerja.
35
 
Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandug beberapa 
makna, diantaranya adalah 1) keharusan, 2) tanggung jawab kolektif dalam 
penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah ke individu atau 
dari individu terhadap jamaah, 3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi 
penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. 
Takaful merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat 
dan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:
36
 
1. Tanggung Jawab Individu 
Ini adalah tanggung jawab individu yang diemban oleh seseorang yang 
mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang dia wajib 
nafkahi seperti kerabat dan orang sekitar mereka yang membutuhkan. Hal tersebut 
terkait dengan tolong-menolong yang disebutkan dalam Alquran QS. al-Maidah: 2 
yaitu: 
 
                     
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Terjemahnya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” 
2. Tanggung Jawab Masyarakat 
Sesungguhnya hukum yang asal bahwa pemerintah mencerminkan 
masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan tetapi jika pemerintah 
tidak melaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka mayarakat mengemban 
tanggung jawab tersebut secara langsung. Dimana tanggung jawab ini menjadi 
fardu kifayah. 
3. Tanggung Jawab Pemerintah 
Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan 
merealisasikan kecukupan dari Baitul Mal terhadap orang-orang yang tidak 
mampu dan terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan 
masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang yang membutuhkan. 
Salah satu kebijakan dalam hal jaminan sosial yang dilakukan di Indonesia 
adalah Program Keluarga Harapan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah 
melaksanakan Program bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal 
dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan 
penanggulangan kemiskinan. Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut 
Conditional Cash Transfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan 
cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh negara-
negara yang melaksanakannya. 
a. Pengertian Program Keluarga Harapan  
Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula 
merupakan lanjutan program Program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin 
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untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian 
harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya 
membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin dalam rangka 
mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sekaligus 
sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.
37
 
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang 
termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 
Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan  
persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku 
rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan 
kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.
38
 
Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat 
pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs (Millenium Development 
Goals). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang didukung melalui 
PKH, yaitu Penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaaran, pencapaian 
pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 
pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.
39
 
Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih 
dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan 
kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan 
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pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian 
asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian 
ibu dan angkan kematian balita sesuai program prioritas dalam pencapaian 
indikator MDGs.
40
 
Di bidang pendidikan, peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan 
menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai 
dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas. Selain mendaftarkan peserta 
didik, peserta didik yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah 
kehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu minimal 85% dari hari belajar 
efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan 
meningkat.
41
 
Program keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga 
jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan 
memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui 
pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang 
program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui 
peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin 
di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya 
kelak (insurance effect). 
Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu 
rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. 
Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut 
tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat 
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rendah sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin 
sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi 
yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi.
42
 
Rendahnya kondisi kesehatan keluarga miskin juga berdampak pada tidak 
optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada 
tahun 2003 misalnya, angka kematian balita pada tingkat pedapatan terendah 
adalah 77% per 1000 kelahiran hidup, sementara pada kelompok penduduk 
berpendapatan tertinggihanya 22% per 1000 kelahiran hidup. Gizi kurang 
berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tahan tubuh seseorang 
sehingga menyebabkan kelompok ini teperangkap dalam siklus kesehatan yang 
buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebankan anak 
putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang buruk juga menyebabkan 
mereka tidak dapat berprestasi di sekolah.
43
 
Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin, ada juga yang sama 
sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah 
untuk keluarga. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih 
banyak anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan 
lanjutan (SMP/Mts) apalagi kejenjang menengah atas (SMA). Kondisi ini 
meyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan 
akhirnya terperagkap dalam lingkaran kemiskinan. 
Dari sudut pandang kebijakan, PKH merupakan cikal bakal pengembangan 
sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang 
mewajibkan RTSM memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan dan pendidikan 
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akan membawa perubahan perilaku RTSM/KSM terhadap pentingnya kesehatan 
dan pendidikan.  
Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan harus bisa dibuktikan secara empiris. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga 
akan diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Program Keluarga Harapan 
merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya 
bersumber dari APBN, dan melibatkan berbagai sektor yang didalamnya 
memerlukan kontribusi dan komitmen Kementerian/Lembaga meluputi: 
Bappenas, Kementeeian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, TNP2K, BPS dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Keuangan 
dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH.
44
 
b. Kriteria penerima bantuan PKH 
Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin 
(RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa 
kriteria program, yaitu:
45
 
1. Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita. 
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak 
pra sekolah). 
3. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun). 
4. Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun). 
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5. Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 
dasar, termasuk anak dengan disabilitas. 
c. Dasar hukum  PKH 
Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah: 
1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial. 
Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, 
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau 
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi 
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”. 
2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir 
Miskin. Pasal 3: “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, 
sandang dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan dan 
memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya…”, 
Pasal 15: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab 
menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”, Pasal 16: 
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan 
bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”. 
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung 
berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau 
pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung 
berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan 
Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 
serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”. 
Pasal 13: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan 
data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
4. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan. 
5. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang 
berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan. 
6. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi 
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga 
Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan. 
C. Sumber Daya Manusia 
Menurut Zainun, terdapat tiga kata dalam istilah sumber daya manusia 
yaitu sumber, daya dan manusia, tak ada satupun yang sulit untuk dipahami. 
Ketiga kata itu tentu memiliki arti dan tidak susah untuk dipahami. Secara 
sederhana dapat didefinisikan sebagai daya yang bersumber dari manusia.Daya ini 
dapat pula disebut kemampuan, tenaga, energi atau kekuatan (power).
46
 
Sumber daya manusia menurut Sedarmayanti adalah tenaga kerja atau 
pegawai di dalam sebuah  organisasi yang mempunya peran penting dalam 
mencapai keberhasilan. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut 
diperlukan sumber daya manusia yang berkuaitas.
47
Sedangkan menurut Salim 
kualitas sumber daya manusia adalah sebuah nilai dari perilaku seseorang dalam 
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mempertanggung jawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi 
maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
48
 
Dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah dia 
yang mampu menciptakan bukan hanya nilai komparatif, tetapi juga nilai 
kompetitif, generatif dan inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti 
intelejensi, kreatifitas dan imajinasi, bukan hanya semata-mata menggunakan 
energi kasar. 
Dalam ayat-ayat suci Al-quran, terdapat sejumlah pernyataan yang 
mendudukkan manusia sebagai makhluk pilihan, makhluk berkualitas tinggi, 
makhluk kreatif dan produktif dengan sederet istilah seperti khalifah di bumi, 
makhluk yang diunggulkan, pewaris kekayaan bumi, penakluk sumber daya 
manusia, pengemban amanat dll. Dalam kenyataannya, dibanding makhluk hidup 
yang lain memang hanya manusia yang telah membuktikan ksanggupannya dalam 
memadukan beberapa sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidupnya 
menjadi makhluk berbudaya tinggi.
49
 
Kemudian timbul pertanyaan mengapa ada sekelompok orang yang 
mencapai kemajuan dengan cepat dan ada yang lambat dan bahkan mengalami 
kemunduran. Ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. 
Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai dua potensi utama, 
yaitu: pertama; gagasan, kreasi dan konsepsi. Kedua; kemampuan dan 
keterampilan untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Sumber daya manusia 
yang berkualitas dalam sebuah Negara dapat diwujudkan melalui perhatian 
terhadap generasi-generasi bangsa, yaitu bermula dari anak-anak. 
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Dalam pandangan Islam, keturunan yang berkualitas itu mencakup tiga hal 
yatu kualitas fisik, kualitas akal dan kualitas moral. Kedudukan seorang anak 
dalam Islam ada dalam tiga dimensi pula, yaitu 1) dimensi sosial, dimana anak 
adalah tujuan perkawinan untuk melestarikan keturunan. 2) dimensi ekonomi, 
karena Islam mengajarkan kita untuk prihatin atas kelangsungan hidup anak kita. 
3) dimensi religi, karena keturunan dapat menjadi asset amal jariyah apabila anak 
tersebut menjadi anak yang shaleh. Oleh karena itu, untuk memelihara 
kelangsungan hidup anak dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas, 
Islam menganjurkan untuk menjaga kesehatan anak, memberikan kasih saying 
dan memberikan pendidikan yang baik.
50
 
D. Kemiskinan 
Kemiskinan telah menjadi momok yang kerap menghantui negara-negara 
berkembang dalam persaingannya untuk menjadi negara yang diakui maju. Ada 
pelbagai pendapat mengenai kemiskinan, seperti: 
 Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi menyatakan 
bahwa orang disebut miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, 
bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu. 
 Yeni Salma Barlinti dalam tulisannya “Konsep Zakat dalam Sustainable 
Development: Suatu kajian Terhadap UU Pengelolaan Zakat” 
menyampaikan bahwa Miskin adalah suatu kondisi tidak mampunya 
seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga 
mengeluarkan pernyataan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan ketika 
seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf 
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kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, 
mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.
51
 
Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu Negara, diperlukan 
konsensus pemahaman pengertian kemiskinan. Oleh sebab itu, BPS membuat 
standar kemiskinan antara lain: 
 Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang per 
bulan > Rp. 350.610. 
 Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang antara RP. 280.488-
Rp. 350.610. 
 Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp. 233.740 - Rp. 
280.488. 
 Miskin, pengeluaran per orang per bulan < Rp. 233.740. 
 Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara 
pasti. 
Kriteria kemiskinan tersebut kemudian menunjukkan bahwa jumlah 
keluarga miskin di Indonesia masih cukup besar dengan sebaran angka 
kemiskinan penduduk desa lebih besar dibanding penduduk kota. Ketiadaan lahan, 
jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga dan tingkat pendidikan serta 
kesehatan yang rendah menjadi beberapa faktor penyebab krusial kemiskinan di 
pedesaan.
52
 
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan 
memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik 
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terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 
warga Negara diperlukan langkah-langkah strategis dan konperehensif. 
Penanggulangan kemiskinan yang komperehensif memerlukan keterlibatan 
berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia 
usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki 
tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah 
melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam 
upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan 
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial 
ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah 
tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahterah, 
demokratis dan berkeadilan.
53
 
Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan 
dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan 
kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan 
kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan 
kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut
54
:  
1. Memperbaiki program perlindungan sosial 
Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem 
perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial 
dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-
goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, 
kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. 
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Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau 
masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. 
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar 
Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki 
akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap 
pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi 
akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok 
masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar 
mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). 
Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin 
terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan 
mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk 
miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan 
pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan 
kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat 
pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin 
sepanjang hidupnya. 
Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah 
akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat 
meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. 
Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih 
tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air 
bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat 
kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya 
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sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat 
terhadap penyakit. 
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin 
Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi 
sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan 
kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak 
memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. 
Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk 
miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam 
kemiskinan. 
Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan 
juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak 
kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi 
secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, 
yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati 
hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru 
membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial. 
Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan 
umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari 
mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif 
program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian 
pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik 
kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah.Akibatnya, program yang 
diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan 
masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya 
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secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi 
salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. 
4. Menciptakan pembangunan yang inklusif 
Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai 
pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada 
seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan 
pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya 
dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. 
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung 
pada peningkatan angka kemiskinan.Pertumbuhan harus mampu menciptakan 
lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat 
multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan 
taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. 
Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu 
diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro 
merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu 
juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu 
juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan 
dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui 
pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas 
lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian 
juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan 
demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki 
potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan 
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penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara 
signifikan. 
Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks 
kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat 
pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. 
Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik 
perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk 
memperkuat ekonomi domestik. 
Adapun kemiskinan menurut pandangan Islam adalah suatu kondisi yang 
muncul akibat dari berbagai faktor, baik yang bersumber dari orang yang 
bersangkutan, maupun yang bersumber dari luar. Sumber dari orang yang 
bersangkutan berupa lemah atau tidak adanya upaya aktualisasi potensi-potensi 
yang ia miliki melaui kerja keras yang dapat melahirkan prestasi, termasuk juga 
adanya kondisi pisik maupun psikis yang kondusif bagi terjadinya kemiskinan. 
Sumber dari luar, meliputi adanya kondisi alam, sosial, dan struktural yang 
menyebabkan terjadi dan lestarinya kemiskinan.
55
 
Penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari diri sendiri ditujukan 
terutama pada pemenuhan kebutuhan primer berupa makan dan minum serta 
dalam bentuk perlakuan baik yang dapat membesarkan jiwa serta penyadaran 
akan potensi-potensi yang dimiliki yang belum teraktualisasikan dan kendala-
kendala yang ada pada diri sendiri, serta penyediaan dana bantuan modal. Adapun 
sebab terjadinya kemiskinan yang bersumber dari luar/alam, ditanggulangi dengan 
hijrah, usaha diluar kawasan tempat tinggal dan pengadaan serta pengaturan 
pengairan (sarana dan prasarana).
56
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E. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 
Para pemikir ekonomi syariah berbeda pendapat dalam memberikan 
kategori pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, namun dari berbagai perbedaan 
tersebut, pada dasarnya prinsip-prinsip dari ekonomi syariah yaitu:
57
 
a. Prinsip Tauhid 
Tauhid dalam ajaran agama Islam merupakan suatu yang sangat 
fundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia 
adalah dalam rangka penyampaian (tabligh) ajaran tauhid, menghimbau 
manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya. 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran: 109 yang berbunyi: 
 
                        
Terjemahnya: 
“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan 
kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.
58
 
Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah sangat esensial sebab prinsip ini 
mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya 
(hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah 
(hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas 
ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Alquran. 
b. Prinsip Keseimbangan 
Keseimbangan yang dimaksud dalam ekonomi syariah berkaitan 
dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, kebutuhan 
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individu dan masyarakat, keselarasan antara lahir dan batin, serta mengandung 
makna keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan melalui zakat, infaq, 
sedekah, waris, ghanimah, fai, kharaj, ushr dan sebagainya dalam hal untuk 
mencapai kesejahteraan.
59
 Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Hadid: 7, 
sebagai berikut: 
                        
          
Terjemahnya: 
 “Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah 
sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. 
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan 
(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
60
 
c. Prinsip Khalifah 
Manusia merupakan khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi yang harus 
menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang 
pemberi mandat yaitu Allah swt., maka fungsi ini pula yang harus diterapkan 
oleh umat manuia dalam aktifitas perekonomiannya. Sebagaimana firman 
Allah dalam QS. Al-Baqarah: 30 yaitu: 
                             
                       
     
 
 
Terjemahnya: 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
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mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui."
61
 
d. Prinsip Keadilan 
Dalam khazanah Islam, keadilan yang dimaksud adalah “keadilan 
ilahi”, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-
nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-
nilai tersebut merupakan suatu kewajiban sebagaimana firman Allah swt. QS. 
al-Maidah ayat 8: 
                         
                            
         
 
Terjemahnya:  
 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”62 
 
Keadilan merupakan hal yang penting dalam mekanisme perekonomian 
syariah. Prinsip ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasul, dan juga 
berdasar pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan 
atas prinsip keadilan dan keseimbangan. Adil dalam ekonomi dapat diterapkan 
dalam penentuan harga, kualitas produkksi, perlakuan terhadap pekerja, serta 
segala hal yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kombinasi (mix) kuantitatif dan 
kualitatif yaitu prosedur penelitian untuk mengungkapkan fakta yang 
mengakomodasi bentuk angka-angka dalam pengolahan data statistik dan 
diperkuat dengan analisis peneliti melalui observasi dan wawancara sebagai 
pelengkap dari data kuantitatif yang diperoleh. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di unit pelaksana Program Keluarga Harapan 
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan pertimbangan: 
a. Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kecamatan di 
Kabupaten Gowa yang menjadi wilayah sasaran/objek Program Keluarga 
Harapan dan juga merupakan Kecamatan dimana peneliti berdomisili sehingga 
memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 
b. Peneliti ingin melihat pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap 
penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya adalah: 
1. Pendekatan ekonomi. Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat 
mengetahui dan memahami bagaimana kondisi keluarga miskin dalam 
memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka setelah 
mendapat bantuan PKH. 
2. Pendekatan manajemen. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan 
memahami sejauhmana pengaruh dari pelaksanaan kebijakan Program 
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Keluarga Harapan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan 
Bajeng. 
3. Pendekatan teologis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis 
ketentuan-ketentuan agama khususnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang 
bersumber dari al-Quran dan Hadis terhadap masalah yang berhubungan 
dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakeristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik keimpulannya. Jadi populasi 
bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda alam yang lain. Populasi juga 
bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari tetapi 
meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimliki oleh subyek/obyek tersebut.
63
 
Adapaun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga 
sangat miskin (RTSM/KSM) di Kecamatan Bajeng yang menjadi obyek 
sasaran Program Keluarga Harapan dan telah terdaftar sebagai peserta PKH 
sejak tahun 2010 sampai sekarang atau sudah menerima bantuan selama 5 
tahun, yaitu sebanyak 723 RTSM/KSM. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi.
64
 Sedangkan teknik sampling merupakan teknik pengambilan 
sampel.
65
 Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua 
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yaitu probablility Sampling; dan Nonprobability Sampling. Probability 
Sampling yaitu teknik pengambilan sampling yang setiap anggota populasinya 
memiliki peluang spesifik dan bukan nol untuk terpilih sebagai sampel. 
Peluangnya dapat sama, dapat pula tidak sama besarnya dengan anggota 
populasi lainnya. Ada beberapa jenis probability sampling yang biasa 
digunakan, diantaranya simple random sampling, stratified random sampling, 
systematic random sampling, dan multistage sampling.
66
 
Penelitian ini menggunakan metode sampling acak sederhana (simple 
random sampling) dimana suatu sampel dikatakan random jika setiap unsur 
atau anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 
sebagai sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga 
sangat miskin (RTSM/KSM) yang telah menjadi peserta PKH Kecamatan 
Bajeng selama 5 tahun sebanyak 723 orang, namun karena populasi sulit 
untuk dijangkau secara keseluruhan, maka peneliti hanya menetapkan jumlah 
sampel sebanyak 55 orang. Sebagaimana menurut Roscoe dalam bukunya 
Research Methods for Business bahwa ukuran sampel yang layak adalah 
antara 30 sampai dengan 500 orang.
67
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk 
mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian. Seorang peneliti senantiasa 
berhadapan dengan kegiatan pengumpulan data.
68
 Dalam kajian lapangan, maka 
pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan empat cara, yaitu: 
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a. Wawancara. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara secara intensif, 
terbuka terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan, dan 
berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam 
memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya 
informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, 
pandangan, dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur 
secara ketat oleh peneliti.
69
 
b. Angket (Kuesioner). Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
kepada responden untuk dijawab. Hal ini penulis lakukan dengan cara 
membagikan angket kepada RTSM di Kecamatan Bajeng yang telah 
menjadi anggota PKH selama 5 tahun. 
c. Observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja 
dan sistematis mengenai fenomena sosial yang kemudian dilakukan 
pencatatan oleh peneliti.
70
 
d. Dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian 
kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah 
cara mendapatkan data dengan menelaah referensi-referensi, mempelajari 
dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, foto-foto, dan hal-hal yang 
berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.
71
 
E. Instrumen Penelitian 
Untuk memperoleh data dalam kegiatan penelitian, maka diperlukan 
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 instrument yang mampu mengambil informasi dari objek yang diteliti, yaitu: a) 
Peneliti sendiri, b) angket/kuesioner, c) Pedoman wawancara, d) Pedoman 
Observasi, dan e) catatan dokumentasi. Semua komponen-komponen pertanyaan 
dalam kuesioner mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap 
penanggulangan kemiskinan diukur dengan menggunakan skala Likert.  
Menurut Morissan, pada skala Likert penulis harus merumuskan 
pernyataan mengenai topik tertentu, dan responden diminta memilih apakah ia 
sangat setuju, setuju, ragu-ragu/tidak tahu/netral, tidak setuju atau sangat tidak 
setuju dengan berbagai pernyataan tersebut dan setiap pilihan jawaban memiliki 
bobot yang berbeda
72
. Adapun skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:
73
 
SL : Sangat setuju    Skor 5 
S : Setuju    Skor 4 
KD : Ragu-ragu    Skor 3 
J : Tidak Setuju    Skor 2 
TP : Sangat Tidak Setuju   Skor 1 
Jika pernyataan bersifat negatif maka bobot jawaban harus disusun terbalik 
dengan skala Likert sebagai berikut: 
SL : Sangat setuju    Skor 1 
S : Setuju    Skor 2 
KD : Ragu-ragu    Skor 3 
J : Tidak Setuju    Skor 4 
TP : Sangat Tidak Setuju   Skor 5 
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Skor yang diperoleh respondenkemudian dihitung dan diinterpretasikan ke 
dalam kriteria sebagai berikut:
74
 
Angka 0% - 20%  = Sangat Lemah 
Angka 21% - 40%  = Lemah 
Angka 41% - 60%  = Cukup 
Angka 61% - 80%  = Kuat 
Angka 81% - 100%  = Sangat Kuat 
F. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial 
dengan sistem SPSS. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 
mendeskripsikan karakteristik jawaban responden pada setiap variabel. Dan 
analisis statistik infrensial digunakan untuk menguji hipotesis yang telah 
dirumuskan sebelumnya. 
Untuk mengukur Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng 
Kabupaten Gowa dalam pelaksanaannya, peneliti mengambil langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Menentukan skor maksimal dari jawaban responden; 
2. Menentukan skor minimal dari jawaban responden; 
3. Menentukan nilai median dari jawaban responden, yaitu hasil penjumlahan 
dari skor maksimal dan skor minimal dibagi dua; 
4. Menentukan nilai kuartil 1, yaitu hasil penjumlahan skor minimal dengan 
nilai median dibagi dua; 
5. Menentukan nilai kuartil 3, yaitu hasil penjumlahan skor maksimal dengan 
median dibagi dua; 
                                                             
74
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Muda, h. 88. 
 
 
52 
 
6. Membuat skala yang menggambarkan skor minimal, nilai kuartil 1, nilai 
median, nilai kuartil 3 dan skor maksimal; 
7. Mencari batas-batas skor untuk masing-masing kategori sikap berdasarkan 
gambar di bawah ini: 
Gambar 3.1 
Rentang Skor Angket berdasarkan Skala likert 
 
Min  Kuartil 1      Median            Kuartil 3     Max 
8. Memberikan kriteria interpretasi skor 
Untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan regresi linear untuk 
mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu Program 
Keluarga Harapan (X) terhadap penanggulangan kemiskinan (Y). persamaan 
regresi linear dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:
75
 
Y =          
Keterangan: 
Y = Variabel Terikat (penanggulangan kemiskinan)  
X = Variabel Bebas (Program Keluarga Harapan) 
      = Konstanta 
    = Koefisen regresi 
e = Standard error 
 
Untuk menguji hipotesis, maka hipotesis statistik yang digunakan adalah: 
Ho : b1 = 0 (Tidak berpengaruh signifikan) 
   : b1 ≠ 0 (Berpengaruh signifikan) 
G. Uji Validitas dan Reabilitas 
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Untuk mengukur data, ada dua konsep yang digunakan yaitu validitas dan 
reliabilitas. Suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika 
datanya kurang valid dan kurang reliabel. 
1. Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 
atau keshahihan suatu instrument.
76
 Data dapat dikatakan valid jika pertanyaan 
pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu ang diukur oleh kuesioner 
tersebut. Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa cermat suatu test 
atau pengujian melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrument pengumpulan data 
dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan data atau informasi dari suatu 
variabel yang diteliti secara tepat dan mampu memberikan pengukuran yang tepat 
seperti yang dapat diterapkan dalam penelitian. Adapun tinggi rendahnya koefiien 
validitas menggambarkan kemampuan instrumen dalam mengungkapkan data atau 
informasi dari variabel-variabel yang diteliti. 
Dalam penelitian ini perhitungan validitas item dianalisis dengan 
menggunakan komputer program SPSS. Caranya dengan mengkorelasikanskor 
item pertanyaan dngan skor total. Jika nilai         >>         pada taraf signifikan 
5%, maka    ditolak dan disimpulkan bahwa skor butir berkorelasi positif dengan 
skor faktor sehingga dikatakan valid dan tidak perlu dikeluarkan dari daftar 
pertanyaan.
77
  
2. Reliabilitas 
Alat ukur yang baik selain memenuhi kriteria validitas, juga dituntut 
                                                             
76
Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi: Alat Statistik dan Analisis Output 
Komputer (Jakarta: CAPS, 2011), h. 69. 
77
Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Cet. 5; Bandung: CV AlfaBeta, 2003) h. 33. 
 
 
54 
 
memenuhi kriteria reliabilitas yang menunjukkan suatu instrument cukup dapat 
dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 
instrument tersebut sudah baik.
78
 Dalam penelitian ini perhitungan reabilitas 
dianalisis dengan menggunakan computer program SPSS. Jika nilai Cronbach 
Alpha lebih dari 0,6 maka instrument tersebut reliable, semakin besar nilainya 
berarti instrument tersebut semakin reliable. Berikut kriteria kriteria indeksnya
79
: 
Table 3.2 
Kriteria Keandalan Instrumen 
No Interval Kriteria Keandalan 
1 < 0,2 Sangat lemah 
2 0,20 – 0,39 Lemah 
3 0,40 – 0,59 Cukup kuat 
4 0,60 – 0,79 Kuat 
5 0,80 – 1 Sangat kuat 
 
3. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Uji validitas dan uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana 
ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsinya atau suatu indikator dikatakan 
valid apabila indikator tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran dari konstrak 
amatan yang tepat, begitu juga dengan keterpercayaan data yang akan dianalisis. 
Valid atau tidak validnya pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya dapat 
diuji dengan menggunakan teknik korelasi produt moment. Penyebaran kuesioner 
dilakukan kepada 55 responden. Analisa dilakukan terhadap 20 instrumen 
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pertanyaan kriteria pengujiannya dialkukan dengan cara membandingkan          
>        pada taraf signifikan 0,05. Menentukan nilai        dengan melihat table r 
(lampiran) jika nilai n adalah 55 dan taraf signifikan adalah 0,05 maka        
adalah  
Tabel 3.3 
Hasil Uji Validitas Data 
Variabel  Item Nilai          Nilai        Keterangan 
Program Keluarga 
Harapan (X) 
P1 0,337 `0,266 Valid 
P2 0,335 0,266 Valid 
P3 0,290 0,266 Valid 
P4 0,328 0,266 Valid 
P5 0,356 0,266 Valid 
P6 0,271 0,266 Valid 
P7 0,472 0,266 Valid 
P8 0,501 0,266 Valid 
P9 0,513 0,266 Valid 
P10 0,464 0,266 Valid 
P11 0,467 0,266 Valid 
Penanggulangan 
Kemiskinan 
P12 0,526 `0,266 Valid 
P13 0,664 0,266 Valid 
P14 0,413 0,266 Valid 
P15 0,424 0,266 Valid 
P16 0,271 0,266 Valid 
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P17 0,385 0,266 Valid 
P18 0,305 0,266 Valid 
P19 0,374 0,266 Valid 
P20 0,348 0,266 Valid 
 
Berdasarkan hasil pengujian validitas data dapat dilihat nilai          yang 
dihasilkan lebih besar dari nilai        (0,266). Maka dapat dikatakan bahwa 
semua item pertanyaan yang digunakan adalah valid. Selanjutnya untuk melihat 
apakah data yang digunakan dalam penelitian ini handal, maka digunakan uji 
reliabilitas sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Hasil Uji Reliabilitas Data 
Variabel Koefisien Cronbach Keterangan 
Program Keluarga Harapan 
(X) 
0,659 Reliabel 
Penanggulangan Kemiskinan 
(Y) 
0,643 Reliabel 
 
Hasil pengujian reliabilitas data yang dilakukan, menunjukkan bahwa 
kedua variabel yang diteliti dapat dikatakan reliable karena nilai koefisien 
Cronbach Alpha yang dihasilkan lebih dari 0,6. Semakin besar nilai cronbach 
alpha berarti instrumen tersebut semakin reliable/handal. 
H. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan 
klasik dari data variabel penelitian, adapun diantara uji asumsi klasik yaitu: 
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a. Uji  Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Untuk lebih memperjelas tentag sebaran data dalam penelitian ini maka 
akan disajikan dalam grafik histogram dan grafik normal P-Plot. 
1) Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya 
menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. 
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti aah garis 
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
80
 
 
Gambar 3.5 
Grafik Normal P-Plot 
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Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal P-plot di 
atas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang 
mendekati normal, sedangkan pada grafik P-Plot terlihat titik-titik menyebar 
disekitar garis diagonal sehingga menunjukkan pola distribusi normal. Kedua 
grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi 
asumsi normalitas. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskeditas artinya keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari 
residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya 
masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik sebaran nilai 
residual. Jika pola titik-titik pada scatterplots regresi menyebar dengan pola yang 
tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas.
81
  
c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual 
untuk pengamatan satu dengan yang lain yang disusun menurut rentan waktu. 
Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model 
regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan dilakukan uji Durbin-
Watson dengan prosedur sebagai berikut
82
: 
1) Jika dU < d < 4-dU, maka tidak terjadi autokorelasi 
2) Jika d < dL atau d > 4-dL, maka terjadi autokorelasi 
3) Jika dL < d <dL atau 4-dU < d < 4-dL, maka tidak ada kesimpulan 
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Berikut hasil hasil pengujian DW yang dihasilkan SPSS: 
Gambar 3.7 
Hasil Pengujian Durbin-Watson 
Model Summaryᵇ 
Model  R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin 
Watson 
1 .620 ,384 ,373 ,17769 1,757 
a. Predictors: (Constant), X (PKH) 
b. Dependent variabel: Y (Penanggulangan Kemiskinan). 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nlai d (durbin-watson) sebesar 1,757 
terletak pada daerah dU < d < 4-dU (1,373 < 1,757<2,384). Hal ini menandakan 
bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Kecamatan Bajeng 
Untuk lebih detail mengenai lokasi penelitian yaitu Kecamatan Bajeng, 
maka dapat dilihat Kecamatan Bajeng dari berbagai segi sebagai berikut: 
a. Sejarah Terbentuknya 
Bajeng merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten 
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Bajeng adalah nama sebuah kerajaan pada 
zaman dahulu, dan akhirnya menjadi sebuah Kecamatan yang saat ini bernama 
Kecamatan Bajeng yang ibukotanya adalah Limbung yang terletak di Kelurahan 
KaleBajeng. Kecamatan Bajeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) 
Nomor 2 tahun 2005. 
b. Letak Geografis dan Tofografi 
Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten 
Gowa yang terletak di sebelah Utara Sungguminasa yang merupakan ibukota 
Kabupaten Gowa. Kecamatan Bajeng memiliki luas wilayah 60,09 km² dengan 
koordinat geografis berada pada 5º 17’ 36” LS dan 119º 26’ 10” BT. Kecamatan 
Bajeng terdiri dari daratan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
83
 
 Sebelah Utara  : Kecamatan Pallangga 
 Sebelah Selatan  : Kecamatan Bontonompo 
 Sebelah Timur  :Kecamatan Bontomarannu dan Kabupaten Takalar 
 Sebelah Barat  : Kecamatan Bajeng Barat dan Kabupaten Takalar 
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Kecamatan Bajeng merupakan sebuah wilayah yang berada pada daerah 
daerah dataran rendah dan mempunyai jarak tempuh 12 km dari ibukota 
Kecamatan ke ibukota Kabupaten. Berikut ini peta Kec. Bajeng: 
Gambar 4.1 
Peta Kec. Bajeng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Jumlah Desa dan Kelurahan 
Secara administratif Kecamatan Bajeng terdiri dari 4 Kelurahan dan 10 
Desa sebagai berikut:
84
 
 Kelurahan KaleBajeng 
 Kelurahan Limbung 
 Kelurahan TuBajeng 
 Kelurahan Mata Allo 
 Desa Bontosunggu 
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 Desa Maccini Baji 
 Desa TangkeBajeng 
 Desa Maradekaya 
 Desa Panciro 
 Desa Lempangang 
 Desa Bone 
 Desa Pannyangkalang 
 Desa Paraikatte 
d. Potensi Unggulan 
Kecamatan Bajeng mempunyai potensi unggulan yaitu: 
 Pertanian 
 Home Industri 
 Peternakan  
 Jasa 
 Kerajinan Rumah Tangga 
e. Penduduk 
Penduduk merupakan salah satu topic yang terkait dengan pembangunan 
nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk adalah factor yang paling 
dominan, karena penduduk tidak hanyaberperan sebagai pelaksana pembangunan 
tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. 
Pada tahun 2013 secara terus-menerus perkembangan penduduk di 
Kecamatan Bajeng terus meningkat. Komponen utama yang mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian dan migrasi. Persebaran 
penduduk Kecamatan Bajeng dengan jumlah penduduk sebanyak 62.961 jiwa, 
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tercatat penduduk terbanyak berada di desa Panciro sebanyak 6.307 jiwa dan 
jumlah penduduk terkecil terletak di Kelurahan TuBajeng sebanyak 2.738 jiwa.
85
 
2. Unit Pelaksana PKH Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 
Program Keluarga Harapan di Indonesia telah digulirkan sejak tahun 2007, 
namun di Kabupaten Gowa Program ini baru direalisasikan pada tahun 2010 dan 
masih berlanjut sampai sekarang selain Kecamatan Bajeng, ada beberapa 
Kecamatan di wilayah Kabupaten Gowa yang juga menerima bantuan Program 
Keluarga Harapan, namun tidak semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa 
menerima Bantuan PKH mulai tahun 2010 karena beberapa Kecamatan yang lain 
baru terdaftar sebagai penerima bantuan PKH pada tahun 2014 dan sebagian lagi 
pada tahun 2015. Adapun wilayah penerima bantuan PKH di Kabupaten Gowa 
mulai tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 
Daftar Kecamatan Penerima Bantuan PKH 
NO KECAMATAN PENERIMA BANTUAN PKH 
2010 2014 2015 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Bontonompo Selatan 
Bontonompo 
Bajeng 
Bajeng Barat 
Pallangga 
Barambong 
Somba Opu 
Bontomarannu 
Bontonompo Selatan 
Bontonompo 
Bajeng 
Bajeng Barat 
Pallangga 
Barambong 
Somba Opu 
Bontomarannu 
Bontonompo Selatan 
Bontonompo 
Bajeng 
Bajeng Barat 
Pallangga 
Barambong 
Somba Opu 
Bontomarannu 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Bungaya 
Manuju 
Parangloe 
Tinggi Moncong 
  
Bungaya 
Manuju 
Parangloe 
Tinggi Moncong 
Pattallassang 
Tombolo Pao 
Bontolempangang 
Tompobulu 
 
Bungaya 
Manuju 
Parangloe 
Tinggi Moncong 
Pattallassang 
Tombolo Pao 
Bontolempangang 
Tompubulu 
Biringbulu 
Parigi 
Sumber data: Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kab. Gowa. 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Gowa, jumlah 
Kecamatan penerima bantuan PKH sejak tahun 2010 sampai 2015 bertambah 
yaitu dari 12 Kecamatan menjadi 18 Kecamatan. Sedangkan Kecamatan Bajeng 
yang merupakan sasaran dari penelitian ini telah terdaftar sebagai Kecamatan 
penerima bantuan PKH sejak tahun 2010. 
Peserta penerima bantuan program Keluarga Harapan di Kecamatan 
Bajeng pada tahun 2015 adalah sebanyak 756 orang yang tersebar di 14 desa, 
seperti yang digambarkan pada tabel berikut: 
Tabel 4.2 
Daftar Peserta PKH per Desa 
NO NAMA DESA PESERTA PKH 
1 Bone 95 
2 Bontosunggu 66 
3 KaleBajeng 34 
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4 Lempangang 29 
5 Limbung 6 
6 Maccini Baji 40 
7 Maradekaya 23 
8 Mata Allo 141 
9 Pa’bentengang 38 
10 Paraikatte 50 
11 Tangke Bajeng 24 
12 TuBajeng 13 
13 Panciro 34 
14 Pannyangkalang 163 
 JUMLAH 756 
Sumber data: Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kab. Gowa. 
Untuk mendampingi peserta-peserta tersebut, di Kecamatan Bajeng 
terdapat tiga orang pendamping Program Keluarga Harapan yang berurusan 
langsung dengan para RTSM/KSM peserta PKH. Para pendamping ditugaskan 
mendampingi beberapa desa di suatu Kecamatan dan mereka bertanggung jawab 
atas terlaksananya Program Keluarga Harapan sesuai dengan agenda-agenda 
kegiatan yang telah diatur seperti melakukan pertemuan setiap bulannya dengan 
para KSM, melakukan validasi dan pemutakhiran data sampai dilakukannya 
pembayaran bantuan kepada para KSM peserta PKH. Berikut adalah nama-nama 
pendamping yang ada di Kecamatan Bajeng serta desa dampingan setiap 
pendamping: 
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Tabel 4.3 
Daftar Nama-nama Pendamping PKH Kec. Bajeng 
No Nama/Jabatan Desa Dampingan Jumlah KSM 
1 Nursyamsi, S.Pd/ Pendamping 
dan KorCam Bajeng  
KaleBajeng, Mata Allo, 
Tangke Bajeng, TuBajeng 
dan Limbung 
218 
2 Firmayanti, S.Pd/Pendamping Paraikatte, Pa’bentengang, 
Pannyangkalang dan 
Maccini Baji 
291 
3 Munawir, S.Th.I/ Pendamping Bone, Lempangang, 
Bontosunggu, 
Maradekaya, dan Panciro 
250 
Sumber data: Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kab. Gowa. 
Adapun jumlah RTSM/KSM peserta PKH di Kecamatan Bajeng mulai 
tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Jumlah RTSM Kec. Bajeng Penerima Bantuan PKH 
No  Tahun RTSM/KSM 
1 2010 814 
2 2011 814 
3 2012 802 
4 2013 775 
5 2014 759 
6 2015 756 
Sumber data: Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kab. Gowa. 
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Tabel di atas menununjukkan bahwa peserta penerima bantuan PKH 
berkurang setiap tahun dan mereka yang awalnya terdaftar sebagai penerima 
bantuan dan akhirnya tidak lagi menjadi anggota PKH berarti mereka tidak masuk 
lagi dalam kategori penerima bantuan karena tidak ada lagi anggota keluarganya 
yang masuk dalam kriteria berhak menerima bantuan misalnya, anak-anak mereka 
telah mendapatkan bantuan PKH sampai menamatkan pendidikan dasar mereka, 
dan mereka tidak memiliki anak balita serta ibu hamil. Sehingga mereka masuk 
pada kriteria nonkategori. Hal ini juga menunjukkan bahwa Program Keluarga 
Harapan telah membantu mereka sampai anak-anak mereka dapat menyelesaikan 
pendidikan dasar mereka. 
B. Deskripsi Responden 
1. Jenis Kelamin 
Jenis kelamin peserta PKH yang menjadi pengurus rumah tangga adalah 
perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini: 
Tabel 4.5 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi (orang) Persentase (%) 
Laki-laki - - 
Perempuan 55 100 
Total 55 100 
 Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa 100% atau seluruh 
responden adalah perempuan karena yang menjadi pengurus rumah tangga peserta 
Program Keluarga Harapan adalah perempuan 
2. Usia 
Usia dari responden peserta Program Keluarga Haapan d Kecamatan 
Bajeng dapat dilihat pada table berikut: 
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Tabel 4.6 
Distribusi Responden Berdasarka Usia 
Usia Frekuensi (orang) Persentase (%) 
< 30 tahun 3 5,5 
30 – 35 tahun 11 20 
36 - 40 tahun 15 27.3 
41 - 45 tahun 12 21,8 
> 45 tahun 14 25,5 
Total 55 100 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa 5,5% atau sebanyak 3 
orang responden berusia < 30 tahun; 20% atau sebanyak 11 orang responden 
berusia 30-35 tahun; 27,3% atau sebanyak 15 orang responden berusia 36-40 
tahun; 21,68% atau sebanyak 12 orang responden berusia 41-45 tahun; dan 25% 
atau 14 orang responden berusia > 45 tahun. Sehingga hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia > 45 tahun. 
3. Pekerjaan 
Jenis pekerjaan dari responden peserta PKH di Kecamatan Bajeng dapat 
dilihat pada table berikut ini: 
Tabel 4.7 
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Pekerjaan Frekuensi (orang) Persentase (%) 
Ibu Rumah Tangga 32 58,2 
Petani 18 32,7 
Pedagang Kecil 5 9,1 
Total 55 100 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa 58,2% atau 32 orang 
responden adalah ibu rumah tangga; 32,7% atau 18 orang responden adalah 
petani; dan 9,1% atau sebanyak 5 orang responden adalah pedagang kecil. 
Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah ibu 
rumah tangga. 
4. Lama Keanggotaan 
Lama keanggotaan dari seluruh responden peserta PKH di Kecamatan 
Bajeng adalah 5 tahun, seperti yang dapat dilihat pada table berikut ini: 
Tabel 4.8 
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Keanggotaan 
Lama Keanggotaan Frekuensi (orang) Persentase (%) 
< 5 tahun 0 0 
5 tahun 55 100 
Total  55 100 
 
C. Deskripsi Variabel Penelitian 
Deskripsi variabel penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
umum mengenai penyebaran/distribusi data yang berupa ukuran gejala pusat, 
letak dan distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang disajikan tersebut diperoleh dari 
data mentah yang diolah dengan menggunakan metode statistic descriptif.  
Adapun deskripsi variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 
dua yaitu Program Keluarga Harapan dan Penanggulangan kemiskinan. 
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1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
Program Keluarga Harapan merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam 
usaha penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga. PKH adalah pemberian 
bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin yang 
memiliki anggota keluarga yang termasuk dalam kategori antara lain ibu hamil, 
balita, anak usia SD/sederajat, dan anak usia SMP/sederajat. Program tersebut 
meliputi persyaratan pendidikan dan kesehatan. Adapun indikator yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah peran aktif pendamping dalam melakukan tugas 
pendampingan, kegiatan pendataan peserta PKH secara rutin, proses pembayaran 
bantuan, kemudahan akses pelayanan dasar, dan perubahan pola pikir.  
Berdasarkan hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden 
tentang Program Keluarga Harapan dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.9 
Tanggapan Responden Mengenai Program Keluarga Harapan 
Item Sangat 
Setuju 
Setuju Ragu-
ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Total 
5/1 4/2 3/3 2/4 1/5 
P1 F 36 19 0 0 0 55 
% 65,5 34,5 0 0 0 100 
P2 F 44 14 0 0 0 55 
% 74,5 25,5 0 0 0 100 
P3 F 28 27 0 0 0 55 
% 50,9 49,1 0 0 0 100 
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P4 F 29 26 0 0 0 55 
% 52,7 47,3 0 0 0 100 
P5 F 18 37 0 0 0 55 
% 32,7 67,3 0 0 0 100 
P6 F 29 25 1 0 0 55 
% 52,7 45,5 1,8 0 0 100 
P7 F 17 27 11 0 0 55 
% 30,9 49,1 20,0 0 0 100 
P8 F 33 22 0 0 0 55 
% 60,0 40,0 0 0 0 100 
P9 F 18 34 3 0 0 55 
% 32,7 61,8 5,5 0 0 100 
P10 F 42 13 0 0 0 55 
% 76,4 23,6 0 0 0 100 
P11 F 41 14 0 0 0 55 
% 74,5 25,5 0 0 0 100 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa 55 responden yang diteliti 
memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati, maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Pernyataan pertama, “para pendamping aktif melakukan pertemuan 
dengan RTSM”. Ditanggapi oleh responden dengan penilaian paling 
banyak adalah kategori sangat setuju sebanyak 36 orang atau 65,5% dan 
penilaian paling sedikit adalah setuju yaitu sebanyak 19 orang atau 34,5% 
dari total responden. 
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b. Pernyataan kedua, “Para pendamping senantiasa mendengarkan aduan dari 
RTSM”. Ditanggapi oleh responden paling banyak adalah penilaian 
kategori sangat setuju sebanyak 41 orang atau 74,5% dan paling sedikit 
penilaian setuju sebanyak 14 orang atau 25,5% dari total responden. 
c. Pernyataan ketiga, “verivikasi data dilakukan secara rutin”. Ditanggapi 
reponden dengan penilaian paling banyak adalah kategori sangat setuju 
sebanyak 28 orang atau 50,9% dan paling sedikit penilaian setuju 
sebanyak 27 orang atau 49,1 dari total responden. 
d. Pernyataan keempat, “pemutakhiran data dilakukan secara rutin”. 
Ditanggapi oleh responden dengan penilaian paling banyak adalah 
kategori sangat setuju sebanyak 29 orang atau 52,7% dan penilaian paling 
sedikit adalah setuju yaitu sebanyak 26 orang atau 47,3% dari total 
responden. 
e. Pernyataan kelima, “anda memperoleh bantuan tepat waktu pada empat 
tahap pembayaran dalam setahun”. Ditanggapi oleh responden dengan 
penilaian paling banyak adalah kategori setuju sebanyak  37 orang atau 
67,3% dan penilaian paling sedikit adalah sangat setuju yaitu sebanyak 18 
orang atau 32,7% dari total responden. 
f. Pernyataan keenam, ”anda memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku”. Ditanggapi oleh responden dengan penilaian paling banyak 
adalah kategori sangat setuju sebanyak 29 orang atau 52,7% dan penilaian 
paling sedikit adalah kategori ragu-ragu yaitu sebanyak 1 orang atau 1,8% 
dari total responden. 
g. Pernyataan ketujuh, “anda mudah mendapatkan akses pelayanan 
kesehatan”. Ditanggapi oleh responden dengan penilaian paling banyak 
adalah kategori setuju sebanyak 27 orang atau 49,1% dan penilaian paling 
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sedikit adalah ragu-ragu yaitu sebanyak 11 orang atau 20,0% dari total 
responden. 
h. Pernyataan kedelapan, “anda mudah mendapatkan akses pelayanan 
pendidikan”. Ditanggapi oleh responden dengan penilaian paling banyak 
adalah kategori sangat setuju sebanyak 33 orang atau 60,0% dan penilaian 
paling sedikit adalah setuju yaitu sebanyak 22 orang atau 40,0% dari total 
responden. 
i. Pernyataan kesembilan, “anda telah memanfaatkan pelayanan kesehatan 
dan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Ditanggapi oleh responden dengan 
penilaian paling banyak adalah kategori setuju sebanyak 34 orang atau 
61,8 dan penilaian paling sedikit adalah ragu-ragu yaitu sebanyak 3 orang 
atau 5,5% dari total responden. 
j. Pernyataan kesepuluh, “sekarang anda semakin sadar akan pentingnya 
pendidikan. Ditanggapi oleh responden dengan penilaian paling banyak 
adalah kategori sangat setuju sebanyak 42 orang atau 76,4% dan penilaian 
paling sedikit adalah setuju yaitu sebanyak 13 orang atau 23,6% dari total 
responden. 
k. Pernyataan kesebelas, “sekarang anda semakin sadar akan pentingnya 
kesehatan”. Ditanggapi oleh responden dengan penilaian paling banyak 
adalah kategori sangat setuju sebanyak 41 orang atau 74,5% dan penilaian 
paling sedikit adalah setuju yaitu sebanyak 14 orang atau 25,5% dari total 
responden. 
Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa paling banyak reponden 
memberikan penilaian pada kategori sangat setuju dan paling sedikit responden 
memberikan penilaian ragu-ragu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada 
umumnya responden memberikan pernyataan sangat setuju dengan peran aktif 
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pendamping dalam pelaksanaan PKH, kegiatan pendataan yang rutin, proses 
pembayaran bantuan, kemudahan dalam akses pelayanan dasar dan perubahan 
pola piker RTSM terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai salah 
satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa.. 
2. Penanggulangan Kemiskinan 
Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau suatu keluarga 
tidak mampu memenuhi kebutuannya terutama kebutuhan dasar mereka seperti 
kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan), dan kebutuhan akan pendidikan 
dan kesehatan. Untuk itu diperlukan adanya suatu usaha dalam rangka 
menanggulangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Adapun indikator 
kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan 
pokok (sandang, pangan dan papan), peningkatan kualitas kesehatan dan 
pendidikan. 
Berdasarkan hasil penelitian, distribusi frekuensi tanggapan responden 
tentang tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.10 
Tanggapan Responden Mengenai Penanggulangan Kemiskinan 
Item Sangat 
Setuju 
Setuju Ragu-
ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Total 
5/1 4/2 3/3 2/4 1/5 
P12 F 15 30 10 0 0 55 
% 27,3 54,5 18,2 0 0 100 
P13 F 22 33 0 0 0 55 
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% 40,0 60,0 0 0 0 100 
P14 F 2 31 20 2 0 55 
% 3,6 56,4 36,4 3,6 0 100 
P15 F 23 28 4 0 0 55 
% 41,8 50,9 7,3 0 0 100 
P16 F 27 22 5 1 0 55 
% 49,1 40,0 9,1 1,8 0 100 
P17 F 48 7 0 0 0 55 
% 87,3 12,7 0 0 0 100 
P18 F 34 21 0 0 0 55 
% 61,8 38,2 0 0 0 100 
P19 F 48 5 2 0 0 55 
% 87,3 9,1 3,6 0 0 100 
P20 F 42 12 1 0 0 55 
% 76,4 21,8 1,8 0 0 100 
a. Pernyataan pertama, “kondisi makanan anda sehari-hari beserta keluarga 
cukup”. Ditanggapi oleh responden dengan penilaian paling banyak adalah 
kategori setuju sebanyak 30 orang atau 54,5% dan penilaian paling sedikit 
adalah ragu-ragu yaitu sebanyak 10 orang atau 18,2% dari total responden. 
b. Pernyataan kedua. “anda dan anggota keluarga masing-masing memiliki 
pakaian yang berbeda dirumah, bekerja dan sekolah”. Ditanggapi oleh 
responden dengan penilaian paling banyak adalah kategori setuju sebanyak 
33 orang atau 60,0% dan penilaian paling sedikit adalah sangat setuju 
yaitu sebanyak 22 orang atau 40,0% dari total responden. 
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c. Pernyataan ketiga, “anda memiliki tempat tinggal yang layak”. Ditanggapi 
oleh responden dengan penilaian paling banyak adalah kategori setuju 
sebanyak 31 orang atau 56,4% dan penilaian paling sedikit adalah tidak 
setuju yaitu sebanyak 2 orang atau 3,6% dari total responden. 
d. Pernyataan keempat, “bantuan PKH dapat membantu anda memenuhi 
kebutuhan gizi ibu hamil dan anak balita”. Ditanggapi oleh responden 
dengan penilaian paling banyak adalah kategori setuju sebanyak 28 orang 
atau 50,9% dan penilaian paling sedikit adalah ragu-ragu yaitu sebanyak 4 
orang atau 7,3% dari total responden. 
e. Pernyataan kelima, “anda tidak memiliki kendala untuk memeriksakan 
kesehatan anda dan keluarga kepusat pelayanan kesehatan ”. Ditanggapi 
oleh responden dengan penilaian paling banyak adalah kategori sangat 
setuju sebanyak 27 orang atau 49,1% dan penilaian paling sedikit adalah 
tidak setuju yaitu sebanyak 1 orang atau 1,8% dari total responden. 
f. Pernyataan keenam, “anda semakin rajin memeriksakan anak anda ke pos-
pos pelayanan yang telah disediakan di desa anda”. Ditanggapi oleh 
responden dengan penilaian paling banyak adalah kategori sangat setuju 
sebanyak 48 orang atau 87,3% dan penilaian paling sedikit adalah setuju 
yaitu sebanyak 7 orang atau 12,7% dari total responden. 
g. Pernyataan ketujuh, “dengan adanya bantuan PKH, anda dapat memenuhi 
kebutuhan sekolah anak anda”. Ditanggapi oleh responden dengan 
penilaian paling banyak adalah kategori sangat setuju sebanyak 34 orang 
atau 61,8% dan penilaian paling sedikit adalah setuju yaitu sebanyak 21 
orang atau 38,2% dari total responden. 
h. Pernyataan kedelapan, “dengan adanya bantuan PKH pendidikan dasar 
anak anda dapat terpenuhi. Ditanggapi oleh responden dengan penilaian 
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paling banyak adalah kategori sangat setuju sebanyak 48 orang atau 87,3% 
dan penilaian paling sedikit adalah ragu-ragu yaitu sebanyak 2 orang atau 
3,6% dari total responden. 
i. Pernyataan kesembilan, “dengan adanya bantuan PKH anak anda semakin 
rajin bersekolah”. Ditanggapi oleh responden dengan penilaian paling 
banyak adalah kategori sangat setuju sebanyak 42 orang atau 76,4% dan 
penilaian paling sedikit adalah ragu-ragu yaitu sebanyak 1 orang atau 1,8% 
dari total responden. 
Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang 
digunakan ternyata paling banyak responden memberikan jawaban setuju dan 
paling sedikit memberikan penilaian tidak setuju. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pada umumnya responden setuju jika penanggulangan 
kemiskinan diukur dengan pemenuhan kebutuhan pokok (berupa sandang, pangan 
dan papan), serta terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan. 
 
Uji Hipotesis 
1. Program Keluarga Harapan 
Untuk mengetahui kualitas dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 
peneliti menggunakan teknik skala likert. Teknik ini sangat sering digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial. Dengan teknik skala likert, variabel-variabel yang akan 
diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut 
dijadikan landasan untuk membuat item-item pertanyaan atau pernyataan, 
jawaban dari setiap item pertanyaan atau pernyataan yang menggunakan teknik 
skala likert mempunyai nilai dari sangat positif sampai sangat negatif. 
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Adapun hasil angket untuk item pernyataan tentang Program Keluarga 
Harapan dapat dideskripsikan sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.11 
Kriteria Penilaian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
No 
Item  
Pernyataan  Skor 
Total 
Persentase Kriteria 
1 Para pendamping aktif melakukan 
pertemuan kelompok  
249 92,6 Sangat 
tinggi 
2 Para pendmping senantiasa 
mendengarkan aduan RTSM 
257 95,6 Sangat 
tinggi 
3 Verivikasi data dilakukan secara 
rutin  
246 91,5 Sangat 
tinggi 
4 Pemutakhiran data dilakukan secara 
rutin 
245 91,2 Sangat 
tinggi 
5 Pembayaran dilakukan tepat waktu 
dan dibayarkan sebanyak 4 tahap 
dalam setahun. 
233 86,7 Sangat 
tinggi 
6 Bantuan diterima secara tunai dan 
sesuai dengan komposisi yang telah 
ditetapkan 
239 88,9 Sangat 
tinggi 
7 Mendapat kemudahan dalam 
memperoleh akses pelayanan 
kesehatan 
222 82,6 Sangat 
tinggi 
8 Mendapat kemudahan dalam 
memperoleh akses pelayanan 
250 93 Sangat 
tinggi 
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pendidikan 
9 Menggunakan layanan pendidikan 
dan kesehatan dengan sebaik-
baiknya 
231 85,9 Sangat 
tinggi 
10 Anda semakin sadar akan 
pentingnya kesehatan 
258 95,9 Sangat 
tinggi 
11 Anda semakin sadar akan 
pentingnya pendidikan 
258 95,9 Sangat 
tinggi 
 Jumlah  2.688 908,3  
 Rata-rata 244,4 82,6 Sangat 
tinggi 
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa secara deskriptif penilaian 
responden terhadap Program Keluarga Harapan termasuk dalam kategori sangat 
tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah rata-rata jawaban responden terhadap 
item pernyataan yaitu 244,4 atau sebesar 82,6%. Jika nilai berada di kisaran 221-
250 atau 81% - 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan berada pada kriteria sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng berjalan dengan 
sangat baik. 
 
2. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk membuktikan hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Program 
Keluarga Harapan terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengujian ini dilakukan 
dengan teknik analisis regresi sederhana yang distandarkan dari hasil olahan 
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computer sub program Software Statistical Package For Sosial Scientist (SPSS) 
for windows yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.12 
Hasil Pengujian Regresi Linear 
 
Coeficientsᵃ 
Model Unstandardized  
Coeficients 
Standardized 
Coeficients 
 
 
T 
 
 
Sig. B Std. Error Beta 
1        (Constant) 
            PKH (X) 
1,830 
,584 
,453 
,101 
 
,620 
4,041 
5,751 
,000 
,000 
a. Dependent Variable: Penanggulangan kemiskinan 
Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil persamaan 
regresi sebagai berikut: 
Y = bₒ + bᵢXᵢ 
Y = 1,830 + 0,584X 
Dari persamaan regresi di atas, maka terlihat bahwa Program Keluarga 
Harapan bertanda nilai positif, yang memberikan gambaran adanya 
penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng. Hasil persamaan tersebut 
dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
a. Nilai bₒ sebesar 1,830 memberikan arti bawa jika Program Keluarga 
Harapan tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai dari usaha 
penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng akan meningkat sebesar 
1,830 
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b. Nilai koefisien regresi b₁X sebesar 0,584 memberikan arti bahwa jika 
pelaksanaan Program Keluarga Harapan ditingkatkan, maka 
penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng akan meningkat sebesar 
0,584. 
Berdasarkan tabel tersebut juga dapat menunjukkan bahwa Program 
Keluarga Harapan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
penanggulangan kemiskinan dimana signifikansi mempunyai nilai 0,000 < 0, 05. 
Hal tersebut memberikan arti bahwa Program Keluarga Harapan secara statistik 
berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan 
Bajeng. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif Hᵢ diterima. 
3. Analisis Koefisien Penentu 
Analisis koefisien penentu dilakukan untuk melihat seberapa besar 
konstribusi Program Keluarga Harapan mempengaruhi penanggulangan 
kemiskinanan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Dengan menggunakan 
program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 
Model Summaryᵇ 
Model  R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin 
Watson 
1 .620 ,384 ,373 ,17769 1,757 
a. Predictors: (Constant), X (PKH) 
b. Dependent variable: Y (Penanggulangan Kemiskinan). 
Berdasarkan print out SPSS di atas. Koefisien korelasi dalam perhitungan 
SPSSnya adalah sebesar 0,620. Ini menggambarkan bahwa korelasi atau 
hubungan antara variable terikat dan variable bebas bernilai posotif artinya jika 
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pelaksanaan Program Keluarga Harapan meningkat maka hasil dari usaha 
penanggulangan kemiskinan juga akan meningkat. Dan hubungan antara variabel 
bebas dan variabel terikat adalah sebesar 62%. 
Koefisien determinasi (R²/R square) atau koefisien penentunya sebesar 
0,384. Hal ini menggambarkan bahwa 38,4% variasi naik turunnya variabel terikat 
ditentukan oleh variabel bebas. Artinya naik turunnya tingkat kemiskinan 
dipengaruhi oleh Program Keluarga Harapan sebesar 38,4% sedangkan 61,6% 
dijelaskan oleh factor-faktor lain seperti jenis-jenis bantuan lainnya misalnya 
bantuan modal usaha untuk rakyat kecil, KIS/BPJS untuk rakyat miskin dan 
beasiswa untuk anak yang kurang mampu. 
D. Pembahasan 
1. Program Keluarga Harapan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam 
pelaksanaannya di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan sangat baik. Hal 
ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang diperoleh dari masing-masing item 
pernyataan sebesar 224 atau sebesar 82,6% yang menandakan bahwa pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan berjalan sangat baik. 
Dalam hal kebijakan Program Keluarga Harapan, pelaksanaannya 
dilapangan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten kemudian dilanjutkan oleh 
pendamping setiap Kecamatan. Pendamping Program Keluarga Harapan adalah 
petugas yang langsung berhadapan langsung dengan rumah tangga miskin 
(RTSM) di desa-desa, sehingga peran aktif pendamping sangat berpengaruh 
terhadap terlaksananya program tersebut. 
Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan dan perlindungan 
sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan 
di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan 
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dengan persyaratan pendiidikan dan kesehatan. Kesinambungan dari program ini 
akan berkontribusi dalam mempercepat Tujuan Pembangunan Milenium 
(Millennium Development Goals). Karena setidaknya ada 5 komponen tujuan 
MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim 
dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, pemberdayaan 
perempuan, pengurangan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu.
86
 
Dari segi pelaksanaan Program Keluarga Harapan, sebagaimana hasil 
penelitian menunjukkan bahwa PKH berjalan dengan sangat baik. Sehingga 
dengan pengimplementasian program tersebut dengan baik dan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan hal tersebut dapat menjadi jalan 
bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam menanggulangi 
kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Meskipun hal tersebut memerlukan waktu yang panjang, namun dengan 
pencapaian tujuan jangka panjang PKH yaitu memutus mata rantai kemiskinan 
antar generasi maka generasi-generasi dari keluarga miskin kelak dapat keluar 
dari kemiskinan. Ini dapat terwujud jika anak-anak dari keluarga miskin mendapat 
pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, PKH 
mengutamakan pemenuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan pada anak-anak 
dari keluarga miskin agar kelak mereka tidak jatuh pada kondisi yang sama 
dengan orangtua mereka.  
Adapun pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang telah dijalankan 
dengan sangat baik dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Tugas Pendamping 
Program Keluarga Harapan adalah suatu kebijakan pemerintah dalam  
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usaha menanggulagi kemiskinan yang ada di Indonesia. Suatu kebijakan 
mengandung unsur formulasi/pembentukan kebijakan, implementasi/pelaksanaan 
serta evaluasi kebijakan. Dalam hal pelaksanaan/implementasi kebijakan yang 
paling berperan adalah pelaksana kebijakan itu sendiri serta proses dalam 
pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Tercapainya 
pelaksanaan Program Keluarga Harapan dengan sangat baik di Kecamatan Bajeng 
tidak terlepas dari peran aktif pendamping yang senantiasa melakukan tugasnya 
dalam pendampingan. 
Seluruh pendamping PKH memiliki tugas yang sangat penting sebagai 
pelaksana PKH yang paling dekat dengan masyarakat. Setiap bulan para 
pendamping harus melakukan pertemuan rutin dengan para KSM peserta PKH. 
Pertemuan ini dilakukan untuk berbincang-bincang dengan peserta mengenai 
perkembangan masyarakat setelah menerima bantuan, untuk mengontrol mereka 
agar bantuan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya. Selain itu dalam 
setiap pertemuan pendamping akan senantiasa mendengar keluhan dari KSM 
seputar bantuan PKH ataupun masalah pendidikan dan kesehatan jika mereka 
memiliki kendala yang kemudian keluhan itu akan dikemukakan dalam rapat di 
UPPKH Kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti dan diberikan solusi. Hal-hal 
tersebut ternyata juga dilaksanakn dengan baik oleh para pendamping PKH di 
Kecamatan Bajeng. 
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan para ketua kelompok peserta 
PKH dari masing-masing desa pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 
mereka mengatakan bahwa: 
 
Pendamping kami benar-benar memperhatikan kami, mereka tidak enggan 
berbaur dengan rakyat kecil seperti kami dan mereka melakukan tugasnya 
dengan baik sehingga kami para peserta program dapat menerima bantuan 
kami sesuai ketentuan. Jika terjadi kesalahan, maka mereka akan mencari 
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jalan agar kami tetap bisa menerima bantuan. Mereka juga tidak lelah 
mengingatkan kami akan pentingnya kesehatan dan pendidikan.
87
 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pendamping PKH 
Kecamatan Bajeng melaksanakan perannya sebagai pendamping dengan sangat 
baik. 
2. Proses Pendataan 
Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan proses pendataan yaitu 
verifikasi dan pemutakhiran data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 
program ini, karena dengan melakukan verifikasi dan pemutakhiran data maka 
akan diketahui apakah setiap KSM menjalankan kewajibannya atau tidak. Serta 
mengetahui apakah anggota keluarga KSM memenuhi persyaratan untuk dapat 
memperoleh bantuannya. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan verifikasi dan 
pemutakhiran data telah dilakukan dengan baik. Verifiakasi data berupa pengisian 
formulir Fasdik (fasilitas pendidikan) dan Faskes (fasilitas kesehatan). Formulir 
Fasdik berisi absen setiap anak KSM penerima PKH yang dibawa oleh 
pendamping ke setiap sekolah dimana anak-anak KSM bersekolah. Formulir 
tersebut diisi oleh pihak sekolah untuk membuktikan apakah anak-anak tersebut 
benar-benar memenuhi kehadirannya di sekolah. Sedangkan fasdik berisi absen 
setiap anak balita dan ibu hamil yang harus di bawa pendamping untuk diisi oleh 
petugas PUSTU atau POSYANDU yang ada di setiap desa. Formulir tersebut 
yang akan membuktikan apakah KSM yang memiliki balita dan ibu hamil rajin 
memeriksakan diri atau tidak. 
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Dari hasil verifikasi data tersebut maka akan diketahui apakah KSM 
memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan atau tidak. Selain itu, ada 
kegiatan pemutakhiran data yang menurut hasil penelitian juga menunjukkan hasil 
yang sangat baik dalam pelaksanaannya. Pemutakhiran data dilakukan 3 bulan 
sekali sebelum bantuan ditentukan dan dibayarkan. Pemutakhiran data yang 
dimaksud adalah data KSM yang telah ada diperbaharui dengan cara 
mengumpulkan para pengurus KSM penerima PKH dan menanyai satu persatu 
apakah ada perubahan data dari data terakhir yang diberikan, misalnya pada 
pendataan sebelumnya ada KSM yang hamil dan pendataan berikutnya ternyata 
dia telah melahirkan atau sebaliknya serta anak sekolah yang mungkin telah naik 
kelas atau telah lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya maka harus didata ulang 
dimana selanjutnya ia sekolah. 
Seluruh kegiatan yang menyangkut data KSM ini dilaksanakan dengan 
sangat baik di Kecamatan Bajeng. Kegiatan ini sangat penting dalam pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan karena hasil dari kegiatan ini dapat menunjukkan 
keikutsertaan peserta untuk menyukseskan program tersebut dan melihat sejauh 
mana mereka memenuhi kewajibannya sebelum menerima bantuan. 
3. Penyaluran Bantuan 
Penyaluran bantuan atau pembayaran dilakukan 4 tahap dalam setahun 
atau setiap 3 bulan sekali. Pembayaran dilakukan setelah pemutakhiran data dan 
verifikasi data karena pembayaran bantuan setiap tahap bisa saja berbeda sesuai 
hasil dari pemutakhiran dan verifikasi data yang dikumpulkan sebelum 
pembayaran. 
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pembayaran dilaksanakan 
dengan sangat baik dan bukan cuma acuan semata. Para KSM anggota PKH 
benar-benar memperoleh bantuan sebanyak empat kali dalam setahun dan jumlah 
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bantuan sesuai dengan komposisi keluarga yang masuk dalam kategori penerima 
bantuan serta komitmen peserta dalam memenuhi persyaratan pendidikan dan 
kesehatan yang telah ditetapkan yaitu memenuhi kehadiran minimal 85%. 
Apabila ada anggota keluarga dari KSM yang termasuk dalam kategori 
penerima bantuan dan tidak memenuhi komitmen kehadiran di sekolah ataupun di 
pusat pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, maka bantuan yang mereka 
terima akan berkurang atau bahkan bisa nol. Hal tersebut dilakukan sebagai sanksi 
bagi mereka yang tidak mau memenuhi kewajibannya dan sanksi tersebut 
bertujuan agar mereka bisa semakin sadar akan kewajibannya dan agar mereka 
tidak mengulangi hal yang sama pada tahap berikutnya sehingga dapat menerima 
bantuan tanpa ada pengurangan lagi. Jika mereka tidak diberikan sanksi maka 
bantuan ini tidak ada bedanya dengan bantuan lainnya seperti BLT dan tidak 
memberikan kesadaran bagi mereka untuk menjadi lebih baik dengan 
mengutamakan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka. 
4. Kemudahan dalam Akses Pelayanan Dasar 
Program Keluarga Harapan juga bertujuan unuk memberikan kemudahan 
bagi KSM peserta Program Keluarga Harapan untuk mendapatkan akses terhadap 
pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Namun hal ini harus didukung 
dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan di suatu wilayah. Kecamatan Bajeng 
merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Gowa yang memiliki banyak fasilitas 
pendidikan dan kesehatan. Di Kecamatan Bajeng terdapat beberapa sekolah dasar 
yang tersebar dibeberapa desa sehingga memudahkan masyarakat temasuk KSM 
untuk mengakses pendidikan dan juga terdapat beberapa fasilitas kesehatan karena 
terdapat posyandu dan pustu di setiap Desa serta Puskesmas di ibukota kecamatan 
dan satu rumah sakit umum. 
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Dengan didukung oleh banyaknya fasilitas kesehatan dan pendidikan, 
maka keluarga sangat miskin penerima bantuan PKH dapat dengan mudah 
mengakses pelayan kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan kartu anggota 
PKH yang mereka miliki. Anak-anak mereka yang berprestasi di sekolah juga 
dapat diusulkan sebagai penerima beasiswa dan apabila salah satu anggota 
keluarga sakit maka dengan adanya kartu peserta PKH maka mereka dapat 
memeriksakan diri di pusat pelayanan kesehatan dengan mudah bahkan penerima 
PKH juga akan didaftar sebagai penerima KIS sehingga mereka tidak akan 
terkendala dengan biaya pengobatan meski harus ke rumah sakit.  
5. Merubah Pola pikir KSM 
Dari seluruh pelaksanaan Program Keluarga Harapan, salah satu tujuan 
penting yang diharapkan adalah adanya perubahan pola pikir keluarga miskin 
terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan karena rata-rata pengurus keluarga 
dari KSM peserta PKH berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka 
yang tidak tamat sekolah dasar. Jika mereka tidak diberi kesadaran akan 
pentingnya pendidikan, maka mereka juga nantinya tidak akan peduli akan 
pendidikan anak-anak mereka. Seperti yang terjadi sebelum PKH berjalan, banyak 
anak dari keluarga miskin yang sering membantu orangtua mereka di sawah 
sehingga jarang kesekolah dan akhirnya putus sekolah.  
Namun dengan adanya bantuan PKH, dan setelah terus menerus 
mendapatkan arahan dari pendamping PKH mereka akhirnya bisa menyadari 
bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan anak mereka dan tanpa pendidikan 
maka anak mereka kelak akan jatuh pada kondisi kemiskinan yang sama seperti 
yang dialami oleh orangtua mereka. Walaupun awalnya mereka menganjurkan 
anak mereka untuk rajin sekolah karena hanya ingin memperoleh bantuan PKH, 
namun akhirnya karena terus menerus seperti itu sehingga telah menjadi 
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kebiasaan dan mampu merubah pola pikir mereka bahwa pendidikan itu sangat 
penting. 
Begitupun dengan kesehatan karena dalam pelaksanaan PKH, setiap KSM 
penerima PKH yang memiliki anak balita dan ibu hamil diharuskan melakukan 
pemeriksaan rutin di pusat pelayanan yang ada disetiap desa (PUSTU dan 
POSYANDU). Hal tersebut bertujuan agar kesehatan mereka dapat terpantau dan 
jika ada masalah dapat segera ditindaklanjuti sehingga kesehatan ibu hamil dan 
balita dapat terjamin dan kematian bayi baru lahir dapat dihindari. Pemeriksaan 
rutin tersebut merupakan syarat untuk menerima bantuan untuk balita dan ibu 
hamil dan bertujuan agar mereka sadar akan pentingnya kesehatan. 
 
Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan pemerintah untuk rakyat 
miskin yang ada di Indonesia, namun dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat 
pelaksaanan kebijakan tersebut dari segi Prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai 
pelengkap dari penelitian ini. Walaupun program tersebut bukan turunan dari 
konsep ekonomi Islam, namun konsep ekonomi Islam dapat mencakup setiap segi 
kehidupan manusia baik sosial, politik dan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip 
ekonomi Islam yang ingin ditinjau dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
yaitu: 
1. Prinsip Tauhid 
Prinsip tauhid dalam ajaran Islam merupakan prinsip yang sangat 
fundamental dan merupakan misi utama para Rasul dalam rangka penyampaian 
ajaran tauhid, menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta 
berserah diri kepada-Nya. Dalam ekonomi syari’ah, prinsip tauhid sangat esensial 
karena prinsip tersebut mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan 
kemanusiannya sama pentingnya dengan hubungannya kepada Tuhan. Dalam arti 
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manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didassarkan pada keadilan sosial 
yang bersumber pada Alquran.
88
 Dapat dikatakan bahwa prinsip tauhid adalah 
bagaimana manusia menghadirkan Tuhan dalam setiap aktifitasnya sehingga 
manusia senantiasa melakukan setiap kegiatannya berdassarkan pada ajaran 
Tuhan. 
Meskipun pada dasarnya Program Keluarga Harapan merupakan suatu 
kebijakan pemerintah yang tidak bersumber dari ajaran Islam, namun Negara 
Indonesia dalam falsafahnya juga meyakini adanya ketuhanan yang maha Esa  dan 
keadilan bagi seluruh rakyatnya, hal tersebut seiring dengan ajaran Islam. 
Kecamatan Bajeng yang menjadi lokasi penelitian dan termasuk salah satu unit 
pelaksana PKH merupakan salah satu kecamatan di Kabuaten Gowa yang 
pemerintahannya terkenal Islami. Hal ini juga tercermin dalam setiap pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gowa yang selalu mengutamakan 
kepentingan rakyat dan setiap pelaksana program yang melakukan tugasnya 
dengan baik sehingga dapat tercipta keadilan bagi masyarakat khususnya peserta 
Program Keluarga Harapan. 
2. Prinsip Keseimbangan 
Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. 
Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan 
antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga brkaitan dengan keseimbangan 
antara kebutuhan individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam ekonomi syariah 
juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang 
dimiliki Negara.
89
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Prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
dapat dilihat dari pembagian bantuan kepada setiap rumah tangga, dimana setiap 
peserta Program Keluarga Harapan tidak menerima bantuan yang sama besar akan 
tetapi mereka memperoleh bantuan sesuai dengan komposisi keluarga masing-
masing. Karena bantuan PKH tersebut ditujukan pada keluarga miskin yang 
memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil dan balita, anak usia sekolah SD, 
SMP, dan SMU atau sederajad, maka proporsi bantuan masing-masing keluarga 
ditentukan sesuai seberapa banyak anggota keluarga mereka yang termasuk dalam 
kategori penerima bantuan. Artinya semakin banyak anggota keluarga yang 
masuk dalam kategori penerima bantuan, maka bantuan yang akan diterima juga 
semakin banyak karena komposisi keluarga yang akan menggunakan bantuan 
tersebut juga lebih banyak. 
Jika setiap keluarga mendapat bantuan dengan jumlah yang sama besar 
tanpa mempertimbangkan jumlah anggota keluarga, maka tidak dapat dikatakan 
memenuhi syarat keseimbangan dalam pendistribusian bantuan tersebut. Selain 
hal tersebut bantuan Program Keluarga Harapan juga menunjukkan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban peserta PKH. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 
syarat-syarat/kewajiban yang diberikan pada setiap peserta sebelum memperoleh 
bantuan. Artinya, sebelum para peserta memperoleh haknya yakni menerima 
bantuan, maka mereka harus memenuhi kewajiban mereka sebagai peserta yaitu 
rajin menghadiri pertemuan kelompok, dan memenuhi persyaratan pendidikan dan 
kesehatan. 
Persyaratan pendidikan dan kesehatan yang dimaksud adalah setiap peserta 
yang memiliki anggota keluarga usia sekolah, maka mereka harus rajin bersekolah 
dan memenuhi kehadiran minimal 85%. Dan bagi mereka yang memiliki anggota 
keluarga yang hamil atau anak balita maka mereka harus rajin memeriksakan diri 
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dan balita mereka ke pos-pos pelayanan kesehatan yang telah disediakan di desa 
mereka. Setelah mereka memenuhi kewajibannya tersebut, maka mereka berhak 
menerima bantuannya tanpa pengurangan. Hal ini menunjukkan adanya 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
3. Prinsip Khalifah 
Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi yang harus 
menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pemberi 
mandat kekhalifaan, Allah swt.
90
 Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka 
manusia harus menjalankan amanat sesuai yang telah ditetapkan dengan sebaik-
baiknya. Allah swt., telah memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh 
manusia di muka bumi, oleh karena itu manusia harus memanfaatkannya dengan 
sebaik-baiknya.  
Dalam suatu Negara tugas kekhalifaan merupakan tanggung jawab 
pemerintah, dimana pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan 
rakyatnya dan rakyat suatu Negara merupakan tanggung jawab pemerintahnya. 
Pemerintah dalam hal ini, harus mengutamakan kepentingan rakyatnya, tetapi 
rakyat juga harus memenuhi kewajibannya terhadap Negara seperti membayar 
pajak dan lain-lain. 
Dalam penelitian ini, yang perlu dilihat adalah peran pemerintah dalam 
mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan problematika terbesar 
dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak hal. Kemiskinan dapat 
membahayakan akidah dan akhlak seseoang, dan terhadap ketentraman 
masyarakat. Kemiskinan dapat menimbulkan banyak masalah (multiplier effects), 
seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi 
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sumber-sumber materi dan insani. Selanjutnya berdampak pada menurunnya 
tingkat sarana produksi di daerah-daerah miskin, dan menurunnya kualitas 
kesehatan dan pendidikan, kemunduran sosial dan keterbelakangan peradaban dan 
lain-lain.
91
 
 Pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan menentukan pelaksana dari 
kebijakan tersebut. Dalam hal tersebut, maka pemerintah menyerahkan tanggung 
jawab pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan pada Departemen Sosial 
Pusat kemudian dilanjutkan hingga pemerintah daerah/dinas sosial di setiap kota. 
Kemudian di setiap kota/Kabupaten ditentukan para pendamping Program 
Keluarga Harapan yang bertugas di setiap Kecamatan. Para pendamping ini 
merupakan penerima amanat dari pemerintah untuk berhadapan langsung dengan 
masyarakat miskin, memberikan mereka arahan tentang program, melakukan 
pendataan anggota keluarga peserta PKH yang berhak mendapat bantuan hingga 
dilakukannya pembayaran. 
Dalam hal tersebut, seorang pendamping harus benar-benar menjalankan  
tugasnya dalam pendampingan dengan baik agar para peserta PKH/rumah tangga 
miskin mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan. Seperti yang terjadi di 
Kecamatan Bajeng, para pendamping yang berjumlah tiga orang, sesuai hasil 
penelitian dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa mereka melakukan 
tugasnya dengan baik dan tidak sewenang-wenang. Sehingga para peserta PKH 
dapat memperoleh bantuan mereka sesuai komposisi keluarga mereka dan setelah 
mereka melakukan kewajibannya sebagai peserta. 
Dengan melihat kenyataan itu, dapat dipahami bahwa para pendamping 
melakukan tugas dengan baik atau menjalankan amanat yang diberikan oleh 
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pemerintah kepada mereka. Selain para pendamping yang harus menjalankan 
amanah yang diembannya dalam pendampingan, masyarakat miskin sebagai 
peserta penerima bantuan PKH juga mendapat amanah untuk mempergunakan 
bantuan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan 
tujuannya. Dengan demikian tujuan dari Program Keluarga Harapan dalam usaha 
peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. 
Hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan beberapa pengurus dari 
keluarga miskin menunjukkan bahwa mereka yang menerima bantuan PKH 
menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan sekolah anak-anak mereka dan 
juga untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi dari anak balita mereka. Hal ini 
diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh beberapa anggota PKH bahwa: 
“Setelah saya menerima bantuan PKH yang diberikan tiga bulan sekali, 
saya membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anak dan jika ada sisanya 
maka akan saya simpan untuk keperluan mereka sehari-hari. Dan untuk 
bantuan pada anak balita kami, kami gunakan untuk membeli susu dan 
keperluan lain.”92 
Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka menjalankan amanah yang 
diberikan kepada mereka dengan baik pula. Dengan demikian anak-anak mereka 
dapat belajar dengan baik karena perlengkapan sekolah mereka dapat terpenuhi.  
4. Prinsip Keadilan 
Dalam pandangan ahli ushul fiqh dinyatakan bahwa al-‘adl merupakan 
perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Keadilan memang menempati 
posisi paling tinggi. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata al-‘Adl 
mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta 
bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan 
sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan 
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tersebut yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah 
seorang yang berselisih
93
 
Keadilan adalah salah satu prinsip paling penting dalam mekanisme 
perekonomian syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasar pada 
ayat-ayat al-Quran tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, 
karena alam diciptakan berdasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. 
Sedangkan dalam ekonomi, adil dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas 
produk, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai 
kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
94
 
Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, 
control dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara 
proporsional. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam sangat menjunjung tinggi hak 
kepemilikan individu atas sesuatu. Namun, karena kepemilikan individu tersebut 
tidak dapat dilakukan oleh setiap individu sehingga menghambat pemerataan 
kesejahteraan, maka diperlukan adanya system yang menjamin terjadinya 
redistribusi dalam perekonomian.
95
 
Menurut Farhad Nomani dan Ali Rahnema dalam tulisan Dawam 
Rahardjo,
96
 terdapat dua pandangan mengenai keadilan sosial. Pertama, 
pandangan modernis yang moderat. Dalam pandangan ini keadilan sosial diartikan 
sebagai penghapusan deskriminasi dan pemberian kesempatan yang sama kepada 
setiap orang dan konsekuensinya semua orang akan menerima hasil sesuai dengan 
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kemampuannya. Kedua, pandangan radikal yang mengimbau adanya perubahan 
revolusiner guna membentuk masyarakat tanpa kelas berdasarkan kesamaan yang 
absolut dalam pendapatan, kekayaan bahkan konsumsi. Namun, aliran moderat 
percaya bahwa keadilan sosial Islam lebih menyetujui konsep keadilan sebagai 
kesetaraan (equity) dari pada persamaan (equality). Kesetaraan berarti kewajaran, 
dimana kemampuan manusia, usaha kecerdasan, keterampilan, kebiasaan kerja 
dan kewiraswastaan harus dihargai. 
Sebagai wujud keadilan sosial, hukum Islam yang beresensikan keadilan 
telah menetapkan tujuan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Menurut as-Syatibi 
dalam tulisan Euis Amalia,
97
 ada lima kebutuhan dasar yaitu pemenuhan 
kebutuhan agama, akal, kekayaan, jiwa dan keturunan. Pada kenyataannya, tidak 
semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tersebut terutama di kalangan 
masyarakat miskin. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya peran pemerintah dalam mengatasi 
kesulitan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menanggualngi kemiskinan. 
Sebagaimana yang disebutkan pada bab sebelumnya bahwa jaminan sosial selain 
merupakan tanggung jawab individu dan masyarakat juga merupakan tanggung 
jawab pemerintah. Menyangkut hal tersebut, Program Keluarga Harapan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah merupakan realisasi tanggung jawab pemerintah 
dalam hal jaminan sosial. 
Dalam hal pendistribusian bantuan PKH, pemerintah menetapkan 
pemberian bantuan kepada seluruh RTSM/KSM yang terdaftar di Badan Pusat 
Statistik. Pemerintah menyalurkan bantuan PKH sesuai dengan data yang 
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diperoleh dari BPS dan jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap keluarga 
tidak sama banyaknya tetapi disesuaikan dengan komposisi anggota keluarga yang 
masuk kategori penerima bantuan yang dimiliki oleh masing-masing rumah 
tangga.  
Hal tersebut mengantarkan pada kondisi kesetaraan, sesuai dengan defenisi 
keadilan yang dikemukakan oleh para ulama bahwa adl adalah menempatkan 
sesuatu pada tempat yang semestinya, walaupun dalam ukuran kuantitas belum 
tentu sama.
98
 Artinya, sama banyak belum tentu adil atau sebaliknya tidak sama 
banyak belum tentu tidak adil. Seperti dalam pembagian bantuan PKH setiap 
keluarga mendapat bantuan tidak sama banyaknya tetapi bisa dikatakan adil 
karena bantuan didasarkan pada seberapa banyak orang dalam satu keluarga yang 
berhak menerima bantuan tersebut. Jika bantuan yang diterima setiap keluarga 
sama rata sementara jumlah anggota keluarganya berbeda, maka itu artinya tidak 
adil bagi mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal penetapan bantuan 
PKH pada setiap keluarga miskin peserta PKH, pemerintah menerapkan prinsip 
keadilan. 
Namun dalam hal penetapan peserta PKH di Kecamatan Bajeng, dapat 
dilihat bahwa Jumlah penerima bantuan PKH seKecamatan Bajeng pada tahun 
awal penerimaan yaitu sebanyak 814 keluarga dari total sekitar 13.000 keluarga. 
Dan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa masih banyak keluarga miskin 
yang tidak terdaftar sebagai anggota penerima bantuan PKH. Hal tersebut 
diperkuat dengan hasil wawancara penulis denmgan salah satu pendamping 
Kecamatan Bajeng, beliau mengatakan bahwa: 
Jumlah peserta penerima bantuan PKH belum sesuai dengan jumlah 
keluarga miskin di Kec. Bajeng karena masih banyaknya masyarakat yang 
datang mengeluh pada kami bahwa mereka tidak terdaftar sebagai anggota 
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PKH padahal kondisi keluarga mereka memang tergolong tidak 
mampu/miskin.
99
 
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam 
penetapan peserta penerima bantuan PKH di Kecamatan Bajeng. Namun hal 
tersebut bukan kesalahan PKH semata karena penetapan calon peserta PKH oleh 
UPPKH Pusat mengambil pertimbangan berdasarkan database yang disediakan 
oleh TNP2K yang bersumber dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial 
(PPLS) oleh BPS. Data tersebut yang diberikan kepada UPPKH Kabupaten yang 
selanjutnya dilakukan validasi oleh pendamping untuk mengetahui keluarga yang 
memenuhi salah satu kategori penerima bantuan PKH. Sedangkan pendamping 
yang berhadapan langsung dengan masyarakat tidak mempunyai hak untuk 
mengajukan tambahan untuk peserta PKH walaupun mereka menerima banyak 
sekali keluhan dari masyarakat. 
UPPKH Kecamatan hanya bisa bisa mengusulkan kepada UPPKH 
Kabupaten yang selanjutnya diajukan ke Pusat dan bukan hal yang mudah untuk 
menambah atau mengusulkan tambahan anggota. Untuk mengatasi hal tersebut, 
dan menciptakan keadilan bagi rakyat miskin, maka seharusnya dilakukan 
pendataan ulang oleh PPLS untuk penambahan peserta penerima bantuan karena 
idealnya pendataan dilakukan setiap 3 tahun sekali sedangkan PPLS terakhir 
dilakukan pada tahun 2011 dan hingga saat ini belum ada data terbaru dari PPLS. 
Dalam pendataan tersebut diperlukan keikutsertaan Pemerintah Desa dan tokoh-
tokoh masyarakat yang mengetahui benar situasi dari warga Desa yang 
seharusnya menerima bantuan serta pertimbangan Pendamping PKH dalam 
penentuan calon peserta PKH.   
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2. Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan 
Kemiskinan 
Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa Program Keluarga 
Harapan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penanggulangan 
kemiskinan. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan adanya Program 
Keluarga Harapan yang dilaksanakan dengan sangat baik oleh pemerintah dan 
seluruh unsur yang terkait dapat membantu menanggulangi kemiskinan di 
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hal ini didukung dengan hasil analisis 
deskriptif yang menunjukkan kebanyakan responden memberikan jawaban setuju 
jika Program Keluarga Harapan dapat membantu upaya penanggulangan 
kemiskinan di Kecamatan Bajeng. 
Program Keluarga Harapan yang berjalan sangat baik, tidak dapat 
dipisahkan dari keaktifan para pendamping dalam melaksanakan tanggung jawab 
mereka dan kepedulian sosial mereka terhadap keluarga miskin. Penelitian Fitri 
Puspitasari juga menunjukkan bahwa Program Keluarga harapan adalah salah satu 
Program penanggulangan kemiskinan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat 
miskin dan peran pendamping dalam program tersebut sangatlah besar dalam 
pelaksanaan program di lapangan dan keberhasilan program tersebut karena 
pendamping yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
100
 
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam usaha 
penanggulangan kemiskinan jika diimplementasikan dengan baik tentunya akan 
membuahkan hasil yang positif baik itu besar ataupun kecil pengaruhnya. Seperti 
halnya Program Keluarga Harapan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan 
dengan jalan berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi 
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keluarga miskin serta merubah pola pikir keluarga miskin tentang pendidikan dan 
kesehatan bagi anak-anak mereka. Hal tersebut memang bukan susuatu yang 
mudah mengingat bahwa orangtua dari keluarga miskin yang rata-rata tidak 
menamatkan pendidikan mereka bahkan dijenjang yang paling rendah, seperti 
yang terjadi di Kecamatan Bajeng, sehingga mereka juga lebih memilih menyuruh 
anak mereka membantu orangtua di ladang dari pada bersekolah. 
Adapun pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kehidupan 
keluarga miskin dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini: 
1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok 
Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi kebutuhan sandang, pangan dan 
papan. Keluarga sangat miskin (KSM) masih memiliki kesulitan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok mereka, meskipun mereka dalam status memiliki pekerjaan 
karena pendapatan yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk memenuhi 
semuanya. Namun bantuan PKH dapat membantu meringankan beban hidup 
mereka meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh PKH. 
Bantuan PKH hanya diberikan kepada mereka yang hamil dan anak balita 
untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka dan pada anak sekolah untuk 
memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan tersebut dapat meringankan beban 
si miskin, karena mereka tidak perlu lagi menyisihkan pendapatan mereka untuk 
anak sekolah mereka sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat lebiih 
memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari, pakaian dan bahkan untuk 
keperluan tempat tinggal mereka. 
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan 
Program keluarga Harapan dikatan berpengaruh terhadap peningkatan 
kesehatan keluarga miskin karena PKH memberikan bantuan bagi ibu hamil dan 
balita untuk membantu memenuhi gizi mereka. Dan dengan adanya persyaratan 
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untuk pemeriksaan rutin maka kesehatan mereka dapat lebih terpantau karena 
mereka juga semakin rajin memeriksakan kandungan dan juga balita mereka ke 
tempat pemeriksaan yang telah disediakan. Selain itu mereka memperoleh 
kemudahan untuk memeriksakan diri dan keluarga mereka jika ada yang sakit 
tanpa khawatir dengan biaya pengobatan. Dengan demikian kualitas kesehatan 
dari keluarga miskin dapat meningkat. 
3. Pemenuhan Pendidikan Dasar bagi Anak 
Program Keluarga Harapan juga berdampak pada terpenuhinya pendidikan 
dasar bagi anak-anak RTSM peserta PKH. Setelah adanya program ini maka 
anak-anak dari keluarga miskin bisa melanjutkan sekolah mereka tanpa terkendala 
dengan biaya sekolah dan perlengkapan sekolah. Hal ini diperkuat dengan 
pernyataan salah seorang KSM peserta PKH yang memiliki anak yang dulunya 
menganggur akhirnya memutuskan kembali menyekolahkan anaknya tersebut, dia 
mengatakan bahwa:
101
 
”Dulunya anak saya berhenti sekolah karena harus membantu saya bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan karena saya tidak memiliki 
biaya untuk keperluan sekolahnya, tetapi dengan adanya bantuan PKH 
anak saya dapat melanjutkan pendidikan dan sekarang telah duduk di 
bangku SMU.” 
 
Bahkan anak-anak KSM juga semakin rajin sekolah, ini menunjukkan 
bahwa sedikit demi sedikit, Program Keluarga Harapan dapat menumbuhkan 
kesadaran para KSM akan pentingnya pendidikan. Dengan pendidikan yang 
cukup diharapkan anak-anak mereka dapat menjadi anak yang cerdas dan mampu 
memperoleh peluang kerja yang lebih baik dan tidak hanya bisa bekerja diladang 
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saja. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Koordinator Kecamatan Pendamping 
Keluarga Harapan bahwa:
102
 
“Banyak diantara RTSM/KSM peserta PKH yang dulunya menyuruh anak 
mereka bekerja disawah dan dengan adanya bantuan PKH akhirnya 
menyekolahkan kembali anak-anak mereka dan banyak diantara anak-anak 
mereka yang biasanya malas kesekolah dan akhirnya mereka bisa rajin 
kesekolah dan belajar dengan baik karena kebutuhan sekolah mereka 
sudah dapat dipenuhi.” 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Program Keluarga Harapan 
terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng ternyata berpengaruh 
positif dan signifikan yakni sebesar 38,4%. Meskipun kelihatannya pengaruh 
tersebut tidak begitu besar, namun untuk suatu usaha penanggulangan kemiskinan 
hasil tersebut bukan hasil yang rendah tetapi telah cukup tinggi dan dapat dilihat 
pada kenyataannya yang sangat dirasakan manfaatnya oleh para RTSM dan jika 
pelaksaan Program Keluarga Harapan terus menerus dilakukan dengan baik dan 
ditingkatkan maka hasilnya atau pengaruhnya terhadap penanggulangan 
kemiskinan juga akan lebih besar. Adapun 61,6% ditentukan oleh faktor-faktor 
lain seperti program pemberian modal usaha pada rakyat kecil, bantuan kesehatan 
seperti Jamkesmas/BPJS gratis bagi rakyat miskin, bantuan beaisiswa untuk anak 
kurang mampu dan lain-lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan 
pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan yang 
dilaksanakan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan dengan 
sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut yang dapat dijalankan dengan baik. Dan 
jika dilihat dari segi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan sesuai dengan prinsip Tauhid, prinsip 
keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan, namun dari segi 
prinsip keadilan khususnya dalam pengambilan data peserta PKH, petugas 
BPS harus lebih bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memperoleh 
data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan 
di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan persentase 38,4%. Adapun 
61,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti program pemberian 
modal usaha pada rakyat kecil, bantuan kesehatan seperti 
Jamkesmas/BPJS gratis bagi rakyat miskin, bantuan beaisiswa untuk anak 
kurang mampu dan lain-lain. 
B. Implikasi  
1. Diharapkan dengan adanya Program keluarga Harapan, keluarga miskin 
dapat semakin menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan sehingga 
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tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena tidak mampunya orangtua 
memenuhi kebutuhan sekolah mereka. 
2. Diharapakan semua unsur yang terkait dengan pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh 
tanggung jawab agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.  
3. Diharapkan adanya pendataan ulang bagi calon peserta PKH yang 
dilakukan sesuai prosedur dan dengan mengedepankan kepentingan rakyat 
miskin agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Program 
Keluarga Harapan benar-benar bisa tepat sasaran. 
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LAMPIRAN-
LAMPIRAN 
Lampiran 1 
Daftar Pertanyaan/Kuesioner 
 
A. Data Diri Responden 
1. Nama    : …………………………………….. 
2. Jenis Kelamin   : 
        Pria 
             Wanita 
3. Usia     : ……….tahun 
4. Status Pernikahan  :  
              Kawin 
              Belum Kawin 
5. Lama Keanggotaan  :  
              < 5 tahun 
              5 tahun 
6. Pekerjaan   : …………………………………….. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berilah jawaban pada pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara(i), dengan cara memberi tanda (√) pada kolom yang 
tersedia dengan keterangan sebagai berikut: 
 SS = Sangat Setuju 
 S  = Setuju 
 RR = Ragu-ragu 
 TS = Tidak Setuju 
 STS = Sangat Tidak Setuju 
  
C. Pertanyaan-pertanyaan Kuesioner 
1. Pertanyaan tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (X) 
 
No Pertanyaan SS S RR TS STS 
Peran pendamping 
1 
 
Para pendamping aktif melakukan 
pertemuan dengan RTSM 
     
2 Para pendamping selalu bersedia 
mendengar aduan dari RTSM dan 
memberikan pengarahan. 
     
Pendataan 
3 Verivikasi data dilakukan secara 
rutin 
     
4 Pemutakhiran data dilakukan 
secara rutin 
     
Penyaluran Bantuan 
5 Anda memperoleh bantuan PKH 
tepat waktu dalam 4 tahap 
pembayaran 
     
6 Jumlah bantuan yang anda terima 
sesuai komposisi keluarga anda 
(sebagaimana yg telah ditentukan) 
     
Kemudahan dalam akses pelayanan dasar 
7 Anda mendapat kemudahan dalam      
mengaakses layanan kesehatan 
8 Anda mendapat kemudahan dalam 
mengakses layanan pendidikan 
     
9 Anda dapat memanfaatkan fasilitas 
kesehatan dan pendidikan dengan 
sebaik-baiknya 
     
Perubahan pola pikir RTSM 
10 Dengan adanya PKH anda 
semakin sadar akan pentingnya 
pendidikan 
     
11 Dengan adanya PKH anda 
semakin sadar akan pentingnya 
kesehatan 
     
 
1. Pertanyaan tentang Penanggulangan Kemiskinan (Y)  
No Pertanyaan SS S RR TS STS 
Pemenuhan Kebutuhan Pokok (sandang, pangan dan papan) 
1 Kondisi makanan sehari-hari anda 
beserta keluarga sudah cukup. 
     
2 Anda dan anggota keluarga 
masing-masing memiliki pakaian 
berbeda dirumah, bekerja dan 
sekolah 
     
3 Anda memiliki tempat tinggal 
yang layak 
     
Kesehatan 
4 Bantuan PKH dapat membantu 
anda memenuhi kebutuhan gizi 
bagi ibu hamil dan anak balita 
     
5 
 
Jika anda/anak anda sakit, anda 
tidak memiliki kendala untuk 
berobat ke puskesmas/rumah sakit  
     
6 Anda semakin rajin memeriksakan 
diri dan anak anda ke pos 
pelayanan kesehatan. 
     
Pendidikan 
7 Dengan adanya bantuan PKH, 
anda dapat memenuhi kebutuhan 
sekolah anak anda 
     
8 Pendidikan dasar anak anda 
terpenuhi (tidak putus 
sekolah/bekerja) 
     
9 Dengan adanya bantuan PKH, 
anak anda semakin rajin 
bersekolah 
     
 
  
Lampiran 2 
Hasil Pengukuran Program Keluarga Harapan 
 
Penskoran  dalam skala likert: 
Jumlah skor maksimal :  5 x 55 = 275 
Jumlah skor minimal  :  1 x 55 = 55 
 Nilai Median  :  (275 + 55) : 2 = 165 
 Nilai Kuartil 1  :  (55 + 165) : 2 = 110 
 Nilai Kuartil 3  :  (275 + 110) : 2 = 220 
 
Tabel Kategori Skor Program Keluarga Harapan 
Intervall Skor Kualitas PKH 
0-55 Sangat Buruk 
56-110 Buruk 
111-165 Sedang 
166-220 Baik 
221-275 Sangat Baik 
 
 
Respond
en 
Pernyataan 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 
4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 
7 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
8 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
9 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
10 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
12 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
13 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
14 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 
15 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
16 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
17 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 
18 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
19 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 
20 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
21 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 
22 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
23 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
24 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
25 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
26 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
27 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
28 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
30 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 
31 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
32 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 
33 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 
34 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 
35 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
36 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
37 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 
38 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 
39 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 
40 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
41 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
42 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 
43 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
44 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
45 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
46 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
47 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
48 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
49 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
50 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 
51 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
52 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 
53 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
54 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
55 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
∑ 249 257 246 245 233 239 222 250 231 258 258 
 
Persentase = (Skor Total Item : Skor Tertinggi) x 100 
 
No Item Skor Total Persentase (%) Interpretasi Skor 
1 249 
92,6 
Sangat tinggi 
2 257 
95,6 
Sangat tinggi 
3 246 
91,5 
Sangat tinggi 
4 245 
91,2 
Sangat tinggi 
5 233 
86,7 
Sangat tinggi 
6 239 
88,9 
Sangat tinggi 
7 222 
82,6 
Sangat tinggi 
8 250 
93 
Sangat tinggi 
9 231 
85,9 
Sangat tinggi 
10 258 
95,9 
Sangat tinggi 
11 258 
95,9 
Sangat tinggi 
  Lampiran 3 
Hasil Jawaban Kuesioner Tentang Program Keluarga Harapam 
Respon
den 
Pernyataan Skor 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 50 
4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 51 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 52 
7 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 51 
8 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 47 
9 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 45 
10 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 42 
11 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 46 
12 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 46 
13 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 49 
14 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 49 
15 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 47 
16 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 53 
17 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 50 
18 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 49 
19 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 50 
20 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 51 
21 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 49 
22 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 50 
23 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 52 
24 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 48 
25 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 51 
26 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 50 
27 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 46 
28 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 
29 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 50 
30 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 46 
31 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 53 
32 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 44 
33 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 48 
34 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 48 
35 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 48 
36 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 50 
37 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 50 
38 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 49 
39 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 47 
40 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 50 
41 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 51 
42 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 50 
43 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 51 
44 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 52 
45 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 50 
46 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 54 
47 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 49 
48 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 51 
49 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 49 
50 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 47 
51 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 48 
52 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 50 
53 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 51 
54 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 51 
55 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 48 
∑ 249 257 246 245 233 239 222 250 231 258 258 
 Status 
 Valid 
Valid
  
Valid
  
Valid
  
Valid
  
Valid
  
Valid
  
Valid
  
Valid
  
Valid
  
Valid
  
  
  
Lampiran 4 
Hasil Jawaban Kuesioner Tentang Penanggulangan Kemiskinan 
Responde
n 
  Pernyataan  Sko
r 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
1 4 4 4 3 4 4 5 5 4 37 
2 4 4 2 4 5 4 5 5 4 37 
3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 40 
4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 40 
5 3 4 3 3 5 5 4 5 5 37 
6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 43 
7 4 5 4 4 4 5 5 5 5 41 
8 4 4 3 4 5 5 5 4 5 39 
9 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 
10 4 4 4 3 4 5 5 3 3 35 
11 4 4 4 3 4 4 5 5 4 37 
12 4 4 3 4 4 5 4 5 5 38 
13 4 4 4 4 5 5 5 3 5 39 
14 4 4 3 5 5 5 4 5 5 40 
15 4 4 3 4 5 5 4 5 5 39 
16 5 5 4 4 5 5 4 5 5 42 
17 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
18 4 4 3 5 5 5 4 5 5 40 
19 3 4 4 5 4 5 4 5 5 39 
20 5 5 4 4 5 5 5 5 4 42 
21 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 
22 3 4 4 5 4 5 4 5 5 39 
23 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 
24 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42 
25 3 4 4 4 4 5 5 5 5 39 
26 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 
27 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 
28 4 4 4 4 4 5 4 5 5 39 
29 4 4 3 4 5 5 4 5 4 38 
30 3 4 4 5 4 5 4 5 4 38 
31 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 
32 5 5 4 4 3 5 5 5 5 41 
33 5 5 3 4 3 5 5 5 5 40 
34 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39 
35 3 4 3 5 5 5 5 5 5 40 
36 5 4 4 4 5 5 5 4 5 41 
37 4 5 3 5 3 5 5 5 5 40 
38 5 4 4 5 3 5 4 5 5 40 
39 4 5 4 5 2 5 4 5 5 39 
40 4 5 3 4 5 5 5 5 4 40 
41 4 5 4 5 5 5 4 5 5 42 
42 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41 
43 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
44 5 5 5 4 4 5 5 5 5 43 
45 5 5 3 5 5 5 4 5 5 42 
46 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
47 3 4 3 4 5 5 5 4 5 38 
48 5 5 3 5 4 5 5 5 4 41 
49 4 4 3 4 5 5 5 5 5 40 
50 5 5 3 5 3 5 4 5 5 40 
51 4 4 4 5 4 5 5 5 5 41 
52 3 4 2 5 4 5 5 5 5 38 
53 4 5 3 4 4 5 5 5 5 40 
54 3 5 4 5 4 4 5 5 5 40 
55 5 5 4 5 4 5 5 5 4 42 
∑ 225 242 198 239 240 268 254 266 261 
Status vali
d 
vali
d 
vali
d 
vali
d 
Vali
d 
vali
d 
vali
d 
vali
d 
Vali
d 
  
 Lampiran 5 
 
Print Out SPSS 
 
Uji Validitas Variabel PKH (X) 
 
Correlations 
 X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 X_9 X_10 X_11 X 
X_1 Pearson 
Correlation 
1 ,102 ,281
*
 ,308
*
 ,181 -,095 ,004 ,109 -,125 -,044 ,014 
,373
*
*
 
Sig. (2-tailed)  ,458 ,038 ,022 ,187 ,491 ,977 ,427 ,362 ,749 ,917 ,005 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_2 Pearson 
Correlation 
,102 1 ,094 ,116 ,319
*
 -,068 -,087 ,119 ,062 ,068 -,054 ,335
*
 
Sig. (2-tailed) ,458  ,494 ,401 ,018 ,621 ,527 ,386 ,655 ,622 ,695 ,013 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_3 Pearson 
Correlation 
,281
*
 ,094 1 
,891
*
*
 
,065 -,153 
-
,312
*
 
-,059 -,239 -,033 -,073 ,290
*
 
Sig. (2-tailed) ,038 ,494  ,000 ,638 ,264 ,020 ,667 ,079 ,813 ,597 ,032 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_4 Pearson 
Correlation 
,308
*
 ,116 ,891
**
 1 ,195 -,256 -,215 -,104 -,125 -,098 -,135 ,328
*
 
Sig. (2-tailed) ,022 ,401 ,000  ,154 ,059 ,115 ,450 ,362 ,476 ,325 ,015 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_5 Pearson 
Correlation 
,181 ,319
*
 ,065 ,195 1 -,084 ,002 -,142 ,146 ,023 -,037 
,356
*
*
 
Sig. (2-tailed) ,187 ,018 ,638 ,154  ,541 ,988 ,300 ,287 ,866 ,787 ,008 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_6 Pearson 
Correlation 
-,095 -,068 -,153 -,256 -,084 1 ,238 ,083 ,145 ,049 ,166 ,271
*
 
Sig. (2-tailed) ,491 ,621 ,264 ,059 ,541  ,080 ,546 ,291 ,720 ,226 ,045 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_7 Pearson 
Correlation 
,004 -,087 -,312
*
 -,215 ,002 ,238 1 
,389
*
*
 
,435
*
*
 
,086 ,090 
,472
*
*
 
Sig. (2-tailed) ,977 ,527 ,020 ,115 ,988 ,080  ,003 ,001 ,532 ,512 ,000 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_8 Pearson 
Correlation 
,109 ,119 -,059 -,104 -,142 ,083 
,389
*
*
 
1 ,268
*
 ,245 ,204 
,501
*
*
 
Sig. (2-tailed) ,427 ,386 ,667 ,450 ,300 ,546 ,003  ,048 ,072 ,134 ,000 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_9 Pearson 
Correlation 
-,125 ,062 -,239 -,125 ,146 ,145 
,435
*
*
 
,268
*
 1 ,196 ,287
*
 
,513
*
*
 
Sig. (2-tailed) ,362 ,655 ,079 ,362 ,287 ,291 ,001 ,048  ,151 ,033 ,000 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_10 Pearson 
Correlation 
-,044 ,068 -,033 -,098 ,023 ,049 ,086 ,245 ,196 1 
,756
*
*
 
,464
*
*
 
Sig. (2-tailed) ,749 ,622 ,813 ,476 ,866 ,720 ,532 ,072 ,151  ,000 ,000 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X_11 Pearson 
Correlation 
,014 -,054 -,073 -,135 -,037 ,166 ,090 ,204 ,287
*
 
,756
*
*
 
1 
,467
*
*
 
Sig. (2-tailed) ,917 ,695 ,597 ,325 ,787 ,226 ,512 ,134 ,033 ,000  ,000 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
X Pearson 
Correlation 
,373
**
 ,335
*
 ,290
*
 ,328
*
 
,356
*
*
 
,271
*
 
,472
*
*
 
,501
*
*
 
,513
*
*
 
,464
*
*
 
,467
*
*
 
1 
Sig. (2-tailed) ,005 ,013 ,032 ,015 ,008 ,045 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability variabel X 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 55 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 55 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,659 12 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X_1 4,6545 ,47990 55 
X_2 4,7455 ,43962 55 
X_3 4,5091 ,50452 55 
X_4 4,5273 ,50386 55 
X_5 4,3273 ,47354 55 
X_6 4,5091 ,53998 55 
X_7 4,1091 ,71162 55 
X_8 4,6000 ,49441 55 
X_9 4,2727 ,55958 55 
X_10 4,7636 ,42876 55 
X_11 4,7455 ,43962 55 
X 49,7636 2,22747 55 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X_1 94,8727 18,484 ,274 ,647 
X_2 94,7818 18,729 ,243 ,650 
X_3 95,0182 18,796 ,182 ,655 
X_4 95,0000 18,630 ,221 ,651 
X_5 95,2000 18,570 ,258 ,648 
X_6 95,0182 18,833 ,154 ,658 
X_7 95,4182 17,359 ,334 ,635 
X_8 94,9273 17,884 ,411 ,632 
X_9 95,2545 17,601 ,412 ,629 
X_10 94,7636 18,258 ,383 ,638 
X_11 94,7818 18,211 ,384 ,637 
X 49,7636 4,962 1,000 ,460 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
99,5273 19,846 4,45494 12 
 
 
Uji Validitas Variabel Penanggulangan Kemiskinan (Y) 
 
Correlations 
 Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Y_9 Y 
Y_1 Pearson 
Correlation 
1 ,500
**
 ,175 -,032 -,068 ,134 ,163 ,049 -,099 ,526
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,200 ,814 ,619 ,331 ,235 ,724 ,473 ,000 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Y_2 Pearson 
Correlation 
,500
**
 1 ,227 ,207 -,154 ,200 ,260 ,292
*
 ,047 ,664
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,095 ,129 ,261 ,142 ,055 ,031 ,734 ,000 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Y_3 Pearson 
Correlation 
,175 ,227 1 ,029 -,081 -,070 ,096 ,026 -,037 ,413
**
 
Sig. (2-tailed) ,200 ,095  ,835 ,556 ,610 ,484 ,853 ,789 ,002 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Y_4 Pearson 
Correlation 
-,032 ,207 ,029 1 -,120 ,216 -,230 ,333
*
 ,241 ,424
**
 
Sig. (2-tailed) ,814 ,129 ,835  ,383 ,113 ,091 ,013 ,077 ,001 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Y_5 Pearson 
Correlation 
-,068 -,154 -,081 -,120 1 ,117 ,137 -,095 ,005 ,271
*
 
Sig. (2-tailed) ,619 ,261 ,556 ,383  ,396 ,320 ,491 ,972 ,045 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Y_6 Pearson 
Correlation 
,134 ,200 -,070 ,216 ,117 1 -,076 -,136 ,369
**
 ,385
**
 
Sig. (2-tailed) ,331 ,142 ,610 ,113 ,396  ,584 ,320 ,006 ,004 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Y_7 Pearson 
Correlation 
,163 ,260 ,096 -,230 ,137 -,076 1 -,117 -,106 ,305
*
 
Sig. (2-tailed) ,235 ,055 ,484 ,091 ,320 ,584  ,393 ,442 ,023 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Y_8 Pearson 
Correlation 
,049 ,292
*
 ,026 ,333
*
 -,095 -,136 -,117 1 ,143 ,374
**
 
Sig. (2-tailed) ,724 ,031 ,853 ,013 ,491 ,320 ,393  ,299 ,005 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Y_9 Pearson 
Correlation 
-,099 ,047 -,037 ,241 ,005 
,369
*
*
 
-,106 ,143 1 ,348
**
 
Sig. (2-tailed) ,473 ,734 ,789 ,077 ,972 ,006 ,442 ,299  ,009 
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Y Pearson 
Correlation 
,526
**
 ,664
**
 ,413
**
 ,424
**
 ,271
*
 
,385
*
*
 
,305
*
 ,374
**
 ,348
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,001 ,045 ,004 ,023 ,005 ,009  
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Reliability Variabel Y 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 55 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 55 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,643 10 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y_1 4,0909 ,67420 55 
Y_2 4,4000 ,49441 55 
Y_3 3,6000 ,62657 55 
Y_4 4,3455 ,61518 55 
Y_5 4,3636 ,72937 55 
Y_6 4,8727 ,33635 55 
Y_7 4,6182 ,49031 55 
Y_8 4,8364 ,46203 55 
Y_9 4,7455 ,47990 55 
Y 39,8727 2,01893 55 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Y_1 75,6545 13,897 ,389 ,605 
Y_2 75,3455 13,897 ,587 ,588 
Y_3 76,1455 14,608 ,272 ,626 
Y_4 75,4000 14,578 ,287 ,624 
Y_5 75,3818 15,240 ,093 ,657 
Y_6 74,8727 15,372 ,310 ,630 
Y_7 75,1273 15,335 ,190 ,638 
Y_8 74,9091 15,121 ,270 ,629 
Y_9 75,0000 15,185 ,238 ,633 
Y 39,8727 4,076 1,000 ,352 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
79,7455 16,304 4,03787 10 
 
 
 
 
Regression 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y 4,4303 ,22433 55 
X 4,4562 ,23828 55 
 
 
Correlations 
 Y X 
Pearson Correlation Y 1,000 ,620 
X ,620 1,000 
Sig. (1-tailed) Y . ,000 
X ,000 . 
N Y 55 55 
X 55 55 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 X
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 ,620
a
 ,384 ,373 ,17769 ,384 33,070 1 53 ,000 1,757 
a. Predictors: (Constant), X 
b. Dependent Variable: Y 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1,044 1 1,044 33,070 ,000
b
 
Residual 1,673 53 ,032   
Total 2,717 54    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Stan
dardi
zed 
Coef
ficien
ts 
T Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
Tolera
nce VIF 
1 (Constant) 1,830 ,453  4,041 ,000      
X 
,584 ,101 ,620 5,751 ,000 ,620 ,620 ,620 1,000 
1,00
0 
a. Dependent Variable: Y 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) X 
1 1 1,999 1,000 ,00 ,00 
2 ,001 37,774 1,00 1,00 
a. Dependent Variable: Y 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
Predicted Value 4,0580 4,6946 4,4303 ,13905 55 
Std. Predicted Value -2,678 1,901 ,000 1,000 55 
Standard Error of Predicted Value ,024 ,069 ,032 ,010 55 
Adjusted Predicted Value 4,0880 4,7282 4,4310 ,13888 55 
Residual -,47738 ,39147 ,00000 ,17603 55 
Std. Residual -2,687 2,203 ,000 ,991 55 
Stud. Residual -2,745 2,305 -,002 1,012 55 
Deleted Residual -,49839 ,42833 -,00065 ,18382 55 
Stud. Deleted Residual -2,936 2,406 -,002 1,036 55 
Mahal. Distance ,000 7,170 ,982 1,383 55 
Cook's Distance ,000 ,250 ,022 ,049 55 
Centered Leverage Value ,000 ,133 ,018 ,026 55 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
Charts 
 
 
 
 
 
 
Frequencies 
 
Frequency Table 
 
X_tot 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 44,00 1 1,8 1,8 1,8 
45,00 1 1,8 1,8 3,6 
46,00 3 5,5 5,5 9,1 
47,00 3 5,5 5,5 14,5 
48,00 7 12,7 12,7 27,3 
49,00 7 12,7 12,7 40,0 
50,00 13 23,6 23,6 63,6 
51,00 8 14,5 14,5 78,2 
52,00 6 10,9 10,9 89,1 
53,00 4 7,3 7,3 96,4 
54,00 2 3,6 3,6 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
 
 
Y_tot 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 35,00 1 1,8 1,8 1,8 
37,00 7 12,7 12,7 14,5 
38,00 6 10,9 10,9 25,5 
39,00 9 16,4 16,4 41,8 
40,00 13 23,6 23,6 65,5 
41,00 6 10,9 10,9 76,4 
42,00 6 10,9 10,9 87,3 
43,00 6 10,9 10,9 98,2 
44,00 1 1,8 1,8 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
  
NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
X 55 4,4562 ,23828 3,82 4,91 
Y 55 4,4303 ,22433 3,89 4,89 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X Y 
N 55 55 
Normal Parameters
a,b
 Mean 4,4562 4,4303 
Std. Deviation ,23828 ,22433 
Most Extreme Differences Absolute ,155 ,129 
Positive ,098 ,129 
Negative -,155 -,107 
Test Statistic ,105 ,109 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,072
c
 ,062
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
Oneway 
Test of Homogeneity of Variances 
Y   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3,559
a
 10 43 ,002 
a. Groups with only one case are ignored in computing the 
test of homogeneity of variance for Y. 
 
ANOVA 
Y   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1,380 11 ,125 4,032 ,000 
Within Groups 1,338 43 ,031   
Total 2,717 54    
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